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ABSTRAK 
 

 

       Skripsi ini merupakan hasil penelitian hukum normatif dengan judul “Analisis 

Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 

304/Pdt.G/2017/PA.Jpr tentang H{ad}a>nah oleh Istri yang Murtad sedangkan Suami 

Berselingkuh”. Penelitian ini disusun untuk menjawab dua rumusan masalah yakni 

sebagai berikut: 1) Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jayapura 

pada putusan nomor 304/Pdt.G/2017/PA.Jpr tentang h}ad}a>nah oleh istri yang 

murtad sedangkan suami berselingkuh? 2) Bagaimana analisis hukum Islam 

terhadap putusan Pengadilan Agama Jayapura nomor 304/Pdt.G/2017/PA.Jpr 

tentang h}ad}a>nah oleh istri yang murtad sedangkan suami berselingkuh? 

       Data penelitian ini dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. Selanjutnya data 

yang telah terkumpul akan dianalisis menggunakan teknik deskriptif analitis 

dengan pola pikir deduktif, yaitu dengan diuraikannya terlebih dahulu putusan 

Pengadilan Agama Jayapura nomor 304/Pdt.G/2017/PA.Jpr tentang h}ad}a>nah oleh 

istri yang murtad sedangkan suami berselingkuh baru kemudian dianalisis hukum 

Islam dengan metode sadd al-dhari>’ah. 

       Dalam skripsi ini memuat dua hasil penelitian. Pertama, berdasarkan 

keterangan bukti-bukti di persidangan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi 

telah terbukti berselingkuh dengan perempuan lain dan telah menelantarkan anak 

dalam waktu yang cukup lama. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim 

berpendapat bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak layak untuk 

mendapatkan hak h}ad}a>nah atas anaknya dan hak asuh anak dalam perkara ini 

diberikan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Kedua, apabila 

dianalisis menggunakan perspektif sadd al-dhari>’ah, dalam perkara ini kedua orang 

tua anak tersebut sudah memiliki cacat hukum yaitu istri sudah murtad sedangkan 

suami telah berselingkuh, apabila anak tersebut ikut ibunya maka agama anak 

tersebut yang terancam sedangkan apabila anak tersebut ikut ayahnya maka 

keselamatan anak tersebut yang terancam. Jadi cara menutup serta mencegah agar 

h}ifz} al-nafs dan h}ifz} al-di>n anak tersebut tidak terabaikan dan tetap terjaga adalah 

hak asuh anak diberikan kepada kedua orang tua Pemohon yang beragama Islam 

karena kedua orang tua Pemohon juga akrab dan sangat menyayangi anak 

Pemohon dan Termohon. 

       Berdasarkan uraian di atas, perlu ada pengkajian yang lebih mendalam lagi 

khususnya tentang perkara h}ad}a>nah, agar keputusan yang akan ditetapkan oleh 

Hakim selain sesuai dengan syariat Islam juga tetap memperhatikan kepentingan 

si anak baik dari jasmani maupun rohaninya sehingga kedepannya tidak 

menimbulkan mafsadat bagi pihak yang bersangkutan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

       Perceraian di dalam hukum Islam bukanlah sebuah larangan. Perceraian 

bisa dilakukan apabila sudah tidak adanya lagi jalan keluar dalam suatu 

permasalahan rumah tangga atau bisa dikatakan bahwa perceraian merupakan 

pintu terakhir dalam sebuah perkawinan.1 Dalam pasal 38 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga dijelaskan bahwasannya 

“Perkawinan dapat putus karena tiga hal yaitu kematian, perceraian, dan atas 

keputusan Pengadilan”.2 

       Perceraian di dalam hukum Islam memang diperbolehkan tetapi 

merupakan hal yang dibenci oleh Allah SWT. Hal tersebut berdasarkan hadis 

dari Nabi Muhammad SAW yakni sebagai berikut: 

ُُع ثْمَانَُُبْنُُِأَبُِْ ُُبْن  مَّد  ثَ نَاُُمَُ  ُُأَحَْْدَُُبْنُُِبََلَوَيْهِ,ُحَدَّ ُُبْن  مَّد  ثَ نَاُُأبَ  وُُْبَكْرٍُُمَُ  بَةَ,ُحَدَّ ُُشَي ْ
ارِبُُِبْنُُِدِثََرٍ,ُعَنُُْعَبُْ ُُبْن ُُوَاصِلٍ,ُعَنُُْمَُ  ثَ نَاُُمَعْر وْف  ثَ نَاُُأَحَْْد ُُبْن ُُي  وْن سَ,ُحَدَّ دُُِاِللهُُحَدَّ

ُعَلَيْهُُِوَسّلَّمَُ:ُمَاُُأَحَلَُُّاللهُ  ُُاِللهُُصَلَّىُُاللهُ  ُعَن ْه مَا,ُقَالَُ:ُقَالَُُرَس وْل  ُُبْنُُِع مَرَُُرَضِيَُُاللهُ 
ئًاُُأبَْ غَضَُُإِلَيْهُُِمِنَُُالطَّلََقِ.   شَي ْ

“Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Balawaih menceritakan kepada 

kami, Muhammad bin Usman bin Abi Syaibah menceritakan kepada 

kami, Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, Ma’ruf bin Washil 

menceritakan kepada kami dari Muharib bin Ditsar, dari Abdullah bin 

Umar dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak pernah 
menghalalkan sesuatu yang lebih Dia benci selain thalak (perceraian)”.3 

                                                             
1 Linda Azizah, “Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam”, al-‘Adalah, No. 4,Vol. X 

(Juli, 2012), 416. 
2 Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
3 Imam al-Hakim, al-Mustadrak, terj. Ali Murtadho (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), 464. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 

 

 
 

       Berdasarkan hadis di atas maka secara agama Islam perceraian bisa 

dikatakan sebagai talak yang berarti melepaskan atau membebaskan. Talak 

sendiri di dalam hukum Islam memiliki definisi suatu perkataan yang 

diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya untuk memutus suatu ikatan 

perkawinan. Apabila seorang suami telah mentalak istrinya, maka hubungan 

antara suami dan istri telah putus atau berakhir baik secara lahir maupun 

batin.4 

       Dalam hal untuk memutus suatu perkawinan agar terbukti secara sah telah 

putus, di Indonesia haruslah melalui putusan Pengadilan, seperti yang telah 

diatur pada pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan bahwasannya “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang 

Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak”.5 Jadi kalau seseorang ingin bercerai dengan 

pasangannya maka ia harus mengajukan gugatan perceraian terlebih dahulu ke 

Pengadilan. 

       Gugatan perceraian sebelum diajukan ke Pengadilan Agama sebaiknya 

memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang sudah diatur pada pasal 

116 Kompilasi Hukum Islam yakni: 

Pasal 116 

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: 

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi 

dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 

                                                             
4 Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan (Lhokseumawe: Unimal Press, 

2016), 89. 
5 Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 

 

 
 

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun 

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau 

karena hal lain di luar kemampuannya; 

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau 

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak yang lain; 

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat 

tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri; 

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah 

tangga; 

g. Suami melanggar taklik-talak; 

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya 

ketidakrukunan dalam rumah tangga.6 

 

       Perceraian dilakukan di depan persidangan bukan semata-mata hanya 

mengikuti kehendak Undang-Undang saja, tetapi juga demi menghindari 

kesewenang-wenangan dari kedua belah pihak pada proses perceraiannya. 

       Suatu perkawinan apabila secara sah baik agama dan hukum telah terputus 

maka terdapat akibat hukum dari perceraian tersebut. Akibat putusnya 

perkawinan karena perceraian telah diatur pada pasal 41 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni: 

Pasal 41 

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: 

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik 

anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana 

ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi 

keputusan. 

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 

pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan 

tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat 

menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. 

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan 

biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas 

isteri.7 

                                                             
6 Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. 
7 Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
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       Selain pasal tersebut akibat putusnya perkawinan karena perceraian juga 

diatur pada pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yakni: 

Pasal 156 

       Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: 

a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan h}ad}a>nah dari 

ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka 

kedudukannya digantikan oleh: 

1. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu; 

2. Ayah; 

3. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah; 

4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 

5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu; 

6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. 

b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan 

h}ad}a>nah dari ayah atau ibunya. 

c. Apabila pemegang h}ad}a>nah ternyata tidak dapat menjamin 

keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan 

h}ad}a>nah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang 

bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak h}ad}a>nah 

kepada kerabat lain yang mempunyai hak h}ad}a>nah pula; 

d. Semua biaya h}ad}a>nah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah 

menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut 

dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). 

e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai h}ad}a>nah dan nafkah anak, 

Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), 

(c) dan (d); 

f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya 

menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-

anak yang tidak turut padanya.8 

 

       Berdasarkan ketentuan di atas, maka bisa disimpulkan bahwa akibat 

hukum dari perceraian tidak hanya memutus ikatan perkawinan saja, tetapi 

juga timbul akibat hukum lain seperti pemeliharaan anak atau biasa dikenal 

dengan istilah h}ad}a>nah.9 

                                                             
8 Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam. 
9 Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: Gama 

Media Yogyakarta, 2017), 140. 
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       Pemeliharaan anak atau biasa dikenal dengan istilah h}ad}a>nah dalam 

hukum keluarga Islam menempati posisi yang penting, dimana terdapat banyak 

pesan dari ayat al-Qur’an dan Sunnah yang mengingatkan kepada para orang 

tua agar memelihara serta mendidik anak-anak mereka dengan baik. Terlebih 

lagi apabila terjadi perceraian maka pemeliharaan anak sangat penting untuk 

dilakukan.10 

       Pengertian h}ad}a>nah bisa ditemukan pada pasal 1 huruf (g) Kompilasi 

Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Pemeliharaan anak atau h}ad}a>nah 

adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa 

atau mampu berdiri sendiri”.11 Dalam hal ini yaitu memelihara anak yang 

masih belum mampu untuk mengurus dirinya sendiri dengan memenuhi segala 

kebutuhannya, menjaganya dari hal-hal yang bisa membahayakannya serta 

memberikannya pendidikan fisik dan juga psikis agar kedepannya ia bisa 

bertanggung jawab atas dirinya sendiri. 

       Dalam hal pemeliharaan anak apabila terjadi perceraian, pada pasal 105 

Kompilasi Hukum Islam dijelaskan yakni: 

Pasal 105 

Dalam hal terjadinya perceraian: 

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 

tahun adalah hak ibunya;  

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak 

untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak 

pemeliharaannya;  

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.12 

                                                             
10 Wardah Nuroniyah, Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam: Menelusuri Basis 
Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Ciputat: Cinta Buku Media, 2016), 152. 
11 Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. 
12 Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. 
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       Berdasarkan pasal tersebut kalau ada perceraian maka untuk anak yang 

belum mumayyiz hak pemeliharaannya akan dipegang oleh ibunya. Tetapi dari 

ketentuan di atas tidak dijelaskan bagaimana jika ibu yang memang memiliki 

hak sebagai pemelihara atau pemegang h}ad}a>nah sudah tidak beragama Islam 

atau murtad. 

       Dalam agama Islam terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi 

oleh seseorang yang hendak menjadi pemegang h}ad}a>nah yakni harus baligh, 

berakal sehat, mampu mendidik, amanah, beragama Islam, ibunya belum 

menikah lagi, serta merdeka. Dari ketujuh syarat tersebut salah satu yang 

diwajibkan adalah beragama Islam.13 

       Terhadap syarat keIslaman yang harus dipenuhi oleh pemegang h}ad}a>nah 

ini terdapat perbedaan pendapat dari beberapa madzhab. Madzhab Syafi’iyah 

dan Madzhab Hanabilah cenderung lebih mensyaratkan kalau pemegang 

h}ad}a>nah harus beragama Islam karena orang yang tidak beragama Islam tidak 

memiliki keberhakan untuk memimpin anak yang beragama Islam. 

       Sedangkan menurut madzhab Hanafiyah dan Madzhab Malikiyah, 

pemegang h}ad}a>nah tidak disyarakan harus beragama Islam. Namun demikian, 

walaupun secara umum tidak dipersyaratkan, penganut Malikiyah menekankan 

bahwa harus ada kepastian kalau pemegang h}ad}a>nah non muslim tidak 

memberikan anak beragama Islam yang diasuhnya makanan dan minuman 

yang mengandung substrat-substrat haram yang dilarang oleh agama Islam. 

                                                             
13 M. Natsir Asnawi, “Penerapan Model Pengasuhan Bersama (Shared Parenting) dalam 

Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak”, al-Iqtishadiyah, No. 1, Vol. 5 (Juni, 2019), 69. 
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Apabila terdapat kecenderungan pemegang h}ad}a>nah non muslim tersebut 

memberikan anak beragama Islam yang diasuhnya makanan atau sesuatu hal 

yang diluar syari’at Islam, maka pemegang h}ad}a>nah tersebut harus diganti 

karena ia sudah tidak berhak lagi dalam mengurus pemeliharaan anak 

beragama Islam tersebut.14 

       Dari paparan di atas meskipun madzhab Hanafiyah dan madzhab 

Malikiyah tidak begitu mensyaratkan bahwa pemegang h}ad}a>nah harus 

beragama Islam, tetapi mereka menekankan bahwa harus ada kepastian kalau 

anak beragama Islam yang diasuh oleh pemegang h}ad}a>nah non muslim tidak 

diberi makanan dan minuman yang mengandung substrat-substrat haram yang 

dilarang oleh syari’at Islam. 

       Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi 

oleh pemegang h}ad}a>nah adalah beragama Islam, karena salah satu tugas 

pemeliharaan anak tidak hanya terkait kebutuhan fisik saja tetapi juga 

berkaitan langsung dengan salah satu tujuan syari’at Islam yaitu h}ifz al-d}i>n 

atau menjaga agama dan keyakinan. 

       Pada kenyataannya, terkait perkara h}ad}a>nah ini terdapat putusan 

Pengadilan Agama yang tidak sejalan dengan paparan di atas yakni putusan 

Pengadilan Agama Jayapura nomor 304/Pdt.G/2017/PA.Jpr dimana dalam 

putusan tersebut Hakim memutuskan bahwa hak asuh anak yang masih belum 

mumayyiz jatuh kepada Termohon (istri yang murtad) daripada kepada 

                                                             
14 Ibid., 70. 
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Pemohon (suami yang beragama Islam) dikarenakan Pemohon telah 

berselingkuh dan pernah menelantarkan anaknya. 

       Perkara tersebut diawali dengan Pemohon atau suami mengajukan 

permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Jayapura dengan alasan 

permohonan, Pemohon selalu bertengkar dan berselisih dengan Termohon 

dikarenakan Termohon atau istri sudah kembali ke agamanya semula yaitu 

Kristen Protestan, serta Pemohon dalam surat permohonannya menginginkan 

hak asuh anak karena khawatir anak tersebut akan mengikuti agama 

Termohon. 

       Kemudian Termohon membantah alasan perceraian tersebut bahwasannya 

hal tersebut sudah dimaklumi oleh Pemohon karena sebelum pernikahan 

terjadi, telah terjadi perjanjian secara lisan bahwa Termohon masuk Islam 

hanya sebatas untuk keperluan akad nikah saja dan selanjutnya kembali ke 

agamanya yang semula, dan Termohon juga membantah alasan Pemohon 

dengan menyatakan alasan pertengkaran dan perselisihan adalah dikarenakan 

Pemohon atau suami berselingkuh dengan perempuan lain sehingga 

menyebabkan Termohon meninggalkan rumah beserta membawa anaknya, dan 

sampai perkara ini diajukan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal 

selama 3 tahun 10 bulan. 

       Berdasarkan keterangan bukti-bukti surat dan saksi Termohon di 

persidangan, Pemohon telah terbukti berselingkuh dengan perempuan lain dan 

telah menelantarkan anak dalam waktu yang cukup lama dengan tidak 

memberikan perhatian dan kasih sayangnya sebagai seorang ayah, bahkan telah 
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sengaja mengajak anaknya pada waktu ulang tahunnya bersama-sama dengan 

perempuan selingkuhannya, dan ini terbukti bahwasannya Pemohon memiliki 

perangai yang kurang baik. 

       Oleh karena itu pada perkara nomor 304/Pdt.G/2017/PA.Jpr ini Majelis 

Hakim Pengadilan Agama Jayapura mengadili dengan memfasakh perkawinan 

Pemohon dan Termohon serta menetapkan hak h}ad}a>nah anak kepada 

Termohon sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur dua belas tahun, baru 

kemudian terserah anak tersebut ingin memilih ikut ibunya atau ayahnya. 

       Dari paparan di atas, pemberian hak asuh anak yang belum mumayyiz 

kepada istri yang murtad menjadi permasalahan, dimana anak tersebut 

dikhawatirkan ikut agama ibunya dan ketika sudah mumayyiz ia kesulitan 

untuk meninggalkan agama ibunya. 

       Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dan membahasnya melalui skripsi ini yakni dengan judul “Analisis 

Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 

304/Pdt.G/2017/PA.Jpr tentang H{ad}a>nah oleh Istri yang Murtad sedangkan 

Suami Berselingkuh”. 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang masalah di atas, identifikasi masalah pada 

penelitian ini yakni sebagai berikut: 

1. Alasan perceraian pada pasal 116 Kompilasi Hukum Islam terkait 

perselingkuhan dan peralihan agama atau murtad. 
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2. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian pada pasal 41 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait pemeliharaan 

anak. 

3. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian pada pasal 156 Kompilasi 

Hukum Islam. 

4. Pemeliharaan anak dalam hal terjadinya perceraian pada pasal 105 

Kompilasi Hukum Islam. 

5. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada putusan nomor  

304/Pdt.G/2017/PA.Jpr tentang h}ad}a>nah oleh istri yang murtad sedangkan 

suami berselingkuh. 

6. Analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Jayapura nomor 

304/Pdt.G/2017/PA.Jpr tentang h}ad}a>nah oleh istri yang murtad sedangkan 

suami berselingkuh. 

       Kemudian terkait batasan masalah pada penelitian ini yakni sebagai 

berikut: 

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada putusan nomor 

304/Pdt.G/2017/PA.Jpr tentang h}ad}a>nah oleh istri yang murtad sedangkan 

suami berselingkuh. 

2. Analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Jayapura nomor 

304/Pdt.G/2017/PA.Jpr tentang h}ad}a>nah oleh istri yang murtad sedangkan  

suami berselingkuh. 
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C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada 

putusan nomor 304/Pdt.G/2017/PA.Jpr tentang h}ad}a>nah oleh istri yang 

murtad sedangkan suami berselingkuh? 

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama 

Jayapura nomor 304/Pdt.G/2017/PA.Jpr tentang h}ad}a>nah oleh istri yang 

murtad sedangkan suami berselingkuh? 

 

D. Kajian Pustaka 

       Kajian pustaka merupakan penelusuran terkait hasil penelitian 

sebelumnya yang mana hasil penelitian tersebut memiliki kedekatan objek 

dengan penelitian yang akan dilakukan.15 Kajian mengenai putusan H{ad}a>nah 

telah banyak diteliti, namun disini penulis akan memaparkan beberapa 

perbedaan dan persamaan, diantaranya sebagai berikut: 

1. Skripsi oleh Mochamad Firdaos (122111137) UIN Walisongo Semarang 

pada tahun 2016. Skripsi dengan judul “Tinjauan Mas}lah}ah Mursalah 

terhadap H{ad}a>nah Ibu Murtad (Analisis Putusan Pengadilan Agama 

Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR)”.16 Skripsi ini mengkaji tentang 

bagaimana aspek mas}lah}ah mursalah terhadap putusan Hakim yang 

mengadili dengan memberikan hak asuh anak kepada ibunya yang murtad 

                                                             
15 Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 37. 
16 Mochamad Firdaos, “Tinjauan Mas}lah}ah Mursalah terhadap H{ad}a>nah Ibu Murtad (Analisis 

Putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR)” (Skripsi--UIN Walisongo, 

Semarang, 2016). 
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dikarenakan kecacatan hukum yang dimiliki ayahnya terkait sering 

melakukan KDRT dan pernah dipidana terkait penelantaran anak. 

       Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi yang akan penulis kaji 

adalah sama-sama membahas terkait jatuhya hak asuh anak kepada ibu 

murtad karena ayah pernah menelantarkan anak. Perbedaannya terletak 

pada metode yang digunakan, skripsi tersebut analisisnya menggunakan 

aspek mas}lah}ah mursalah sedangkan skripsi penulis analisisnya 

menggunakan metode sadd al-dhari>’ah. 

2. Skripsi oleh M. Alfian Azizi (C01213046) UIN Sunan Ampel Surabaya 

pada tahun 2018. Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap 

Pertimbangan Hakim tentang Hak H{ad}a>nah kepada Ibu Murtad di 

Pengadilan Agama Bangkalan (Studi Putusan No. 

1284/Pdt.G/2014/PA.Bkl)”.17 Skripsi ini mengkaji tentang bagaimana 

aspek sadd al-dhari>’ah terhadap putusan Hakim yang mengadili dengan 

memberikan hak asuh anak yang sudah mumayyiz kepada ibunya yang 

murtad dikarenakan anak tersebut sudah bisa memilih ingin ikut ibunya 

atau ayahnya. 

       Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi yang akan penulis kaji 

adalah sama-sama membahas terkait jatuhnya hak asuh anak kepada ibu 

murtad yang dianalisis dengan metode sadd al-dhari>’ah. Perbedaannya 

terletak pada alasan penjatuhan hak asuh anak, dimana skripsi tersebut 

                                                             
17 M. Alfian Azizi, “Analisis Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim tentang Hak H{ad}a>nah 

kepada Ibu Murtad di Pengadilan Agama Bangkalan (Studi Putusan No. 

1284/Pdt.G/2014/PA.Bkl)” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018). 
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alasan penjatuhan hak asuh anak oleh Hakim kepada ibu murtad adalah 

karena anak tersebut sudah mumayyiz dan bisa menentukan hak 

pemeliharannya dipegang oleh siapa, sedangkan yang akan penulis kaji 

alasan penjatuhan hak asuh anak oleh Hakim kepada ibu murtad adalah 

karena ayahnya yang beragama Islam telah berselingkuh dan pernah 

menelantarkan anaknya. 

3. Skripsi oleh Ummi Halimah Lubis (21.15.1.001) UIN Sumatera Utara 

Medan pada tahun 2019. Skripsi dengan judul “Penetapan Hak H{ad}a>nah 

Akibat Perceraian karena Fasakh (Analisis Putusan Pengadilan Agama 

Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR)”.18 Skripsi ini mengkaji tentang 

bagaimana aspek maqa>s}id shari>’ah terhadap putusan Hakim yang 

mengadili dengan memberikan hak asuh anak kepada istri murtad karena 

suaminya pernah terkait kasus penelantaran anak. 

       Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi yang akan penulis kaji 

adalah sama-sama membahas terkait jatuhya hak asuh anak kepada istri 

murtad karena suaminya terkena kasus penelantaran anak. Perbedaannya 

terletak pada metode yang digunakan, skripsi tersebut analisisnya 

menggunakan aspek maqa>s}id shari>’ah sedangkan skripsi penulis 

analisisnya menggunakan metode sadd al-dhari>’ah. 

4. Skripsi oleh Vania Utami Fijriyah (11150440000075) UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta pada tahun 2019. Skripsi dengan judul “Hak Asuh 

                                                             
18 Ummi Halimah Lubis, “Penetapan Hak H{ad}a>nah Akibat Perceraian karena Fasakh (Analisis 

Putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR)” (Skripsi--UIN Sumatera 

Utara, Medan, 2019). 
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Anak Akibat Istri Murtad Menurut Penerapan Teori Maqa>s}id Shari>’ah 

(Studi Putusan Nomor 2170/Pdt.G/2016/PA.Tng dan Putusan Nomor 

0743/Pdt.G/2014/PA.JU)”.19 Skripsi ini mengkaji dua putusan yang 

dianalisis menggunakan metode maqa>s}id shari>’ah dimana pada putusan 

pertama Hakim mengadili dengan memberikan hak asuh anak kepada istri 

murtad karena faktor ekonomi suami yang tidak bekerja dan dalam hal ini 

terdapat kesepakatan perdamaian, sedangkan putusan kedua Hakim 

mengadili dengan memberikan hak asuh anak pertama kepada Pemohon 

atau suami yang beragama Islam dan anak kedua diberikan kepada 

Termohon atau istri yang sudah murtad karena masih menyusui. 

       Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi yang akan penulis kaji 

adalah sama-sama membahas terkait jatuhya hak asuh anak kepada istri 

murtad. Perbedaannya ada pada metode yang digunakan, skripsi tersebut 

analisisnya menggunakan aspek maqa>s}id shari>’ah sedangkan skripsi 

penulis analisisnya menggunakan metode sadd al-dhari>’ah. 

       Jadi dari beberapa skripsi di atas bisa disimpulkan bahwa skripsi-skripsi 

tersebut berisi tentang jatuhnya hak asuh anak kepada istri murtad tetapi 

dengan alasan dan metode yang berbeda-beda. Sedangkan yang akan penulis 

kaji yaitu analisis hukum Islam dengan pendekatan metode sadd al-dhari>’ah 

tentang hak h}ad}a>nah anak yang belum mumayyiz oleh istri yang murtad 

                                                             
19 Vania Utami Fijriyah, “Hak Asuh Anak Akibat Istri Murtad Menurut Penerapan Teori Maqa>s}id 
Shari>’ah (Studi Putusan Nomor 2170/Pdt.G/2016/PA.Tng dan Putusan Nomor 

0743/Pdt.G/2014/PA.Ju)” (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019). 
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dikarenakan suami yang beragama Islam telah berselingkuh dan pernah 

menelantarkan anaknya. 

 

E. Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang akan dicapai dalam 

penelitian ini yakni sebagai berikut: 

1. Mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jayapura 

pada putusan nomor 304/Pdt.G/2017/PA.Jpr tentang h}ad}a>nah oleh istri 

yang murtad sedangkan suami berselingkuh. 

2. Mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan 

Agama Jayapura nomor 304/Pdt.G/2017/PA.Jpr tentang h}ad}a>nah oleh istri 

yang murtad sedangkan suami berselingkuh. 

 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

       Kegunaan dari hasil penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis 

yakni sebagai berikut: 

1. Aspek Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan 

keilmuan serta tambahan pengetahuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya 

khususnya di bidang hukum keluarga Islam. 

2. Aspek Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan 

pemikiran bagi banyak pihak khususnya lembaga Peradilan Agama yang 

ada di Indonesia yang mana dalam hal ini terkait perkara h}ad}a>nah serta 
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penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi media pembanding dalam 

wawasan keilmuan Islam di bidang hukum keluarga. 

 

G. Definisi Operasional 

       Untuk mempermudah pemahaman dalam judul skripsi di atas, penulis akan 

menjelaskan definisi dari judul skripsi ini yakni sebagai berikut: 

1. Analisis Hukum Islam: Menganalisis suatu permasalahan menggunakan 

hukum Islam yang mana hukum Islam sendiri memiliki definisi 

seperangkat peraturan dan ketentuan yang dibuat untuk mengatur tingkah 

laku manusia dan aturan tersebut bersumber dari Allah SWT dan Nabi 

Muhammad SAW.20 Dalam penelitian ini hukum Islam yang digunakan 

penulis adalah kajian fiqh dan ushul fiqh dimana kajian fiqhnya tentang 

h}ad}a>nah sedangkan kajian ushul fiqhnya yaitu tentang sadd al-dhari>’ah. 

2. Putusan Pengadilan Agama Nomor 304/Pdt.G/2017/PA.Jpr: Suatu 

pernyataan Hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka 

Pengadilan dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau 

sengketa para pihak yang saling berkepentingan. Dalam penelitian ini 

putusan yang digunakan adalah putusan Pengadilan Agama Jayapura 

nomor 304/Pdt.G/2017/PA.Jpr yang berisi tentang perkara cerai talak yang 

diajukan oleh Pemohon atau suami yang mana di dalamnya terdapat 

gugatan rekonvensi dari Termohon atau istri yang sudah murtad terkait 

                                                             
20 Marzuki, Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan 
Permasalahan Hukum Islam di Indonesia (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017), 12. 
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perkara hak asuh anak yang belum mumayyiz yang dikabulkan oleh Majelis 

Hakim. 

3. H{ad}a>nah oleh Istri yang Murtad: Kegiatan memelihara serta mendidik anak 

yang masih belum bisa untuk mengurus dirinya sendiri yang mana 

pemeliharaan tersebut dilakukan oleh istri yang sudah keluar dari agama 

Islam atau murtad.21 Dalam penelitian ini anak yang akan dipelihara oleh 

istri yang sudah murtad tersebut adalah seorang anak perempuan yang 

berusia 6 tahun 8 bulan.  

4. Suami Berselingkuh: Seorang suami yang sudah tidak jujur dan ia sudah 

melanggar kesepakatan serta kesetiaannya kepada istrinya. Dalam 

penelitian ini suami telah terbukti berselingkuh dengan perempuan lain  

yang mana hal tersebut merupakan salah satu faktor adanya perceraian ini. 

 

H. Metode Penelitian 

       Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif dimana pada 

hakikatnya penelitian ini mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma 

atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat.22 Maka dari itu penulis dalam 

penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yakni dengan meneliti 

serta menelaah bahan-bahan pustaka. 

 

                                                             
21 Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza’iri, Minha>j al-Muslim, terj. Musthofa ‘Aini, et al., (Malang: 

Maktabatul ‘Ulum wal Hikam, 2014), 1147. 
22 Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi (Bandung: 

Alfabeta, 2017), 66. 
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1. Data yang Dikumpulkan 

       Data merupakan suatu informasi yang dapat disajikan, dianalisis dan 

diolah, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yakni sebagai 

berikut:23 

a. Data tentang h}ad}a>nah oleh istri yang murtad sedangkan suami 

berselingkuh. 

b. Data tentang pertimbangan hukum Hakim pada putusan Pengadilan 

Agama Jayapura nomor 304/Pdt.G/2017/PA.Jpr. 

2. Sumber Data 

       Sumber data adalah tempat diperolehnya data.24 Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut: 

a. Sumber primer, yaitu aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara yang 

mana semua itu bisa ditemukan seperti dalam Undang-Undang yang 

ditetapkan oleh parlemen, putusan Pengadilan yang berkekuatan 

hukum tetap serta keputusan dari agen-agen administrasi.25 Sumber 

data primer pada penelitian ini yakni putusan Pengadilan Agama 

Jayapura nomor 304/Pdt.G/2017/PA.Jpr. 

                                                             
23 Hardani, et al., Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu 

Group, 2020), 120. 
24 Ibid., 100. 
25 Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen 

Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer”, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, Edisi I (Juni, 

2020), 26. 
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b. Sumber sekunder, yaitu sumber-sumber yang bisa diperoleh baik dari 

perpustakaan atau laporan-laporan dari penelitian sebelumnya.26 

Sumber data sekunder pada penelitian ini yakni sebagai berikut: 

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

2) Kompilasi Hukum Islam. 

3) Agus Miswanto, Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam. 

4) Imam Al Hakim, Al Mustadrak. 

5) Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah. 

6) Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan 

Islam di Indonesia. 

7) Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

       Data yang diperoleh pada penelitian ini cara mengumpulkannya 

dengan teknik dokumentasi, dimana teknik dokumentasi ini memiliki 

definisi pengambilan data yang diperoleh melalui berbagai dokumen yang 

mana dalam penelitian ini penekanan dokumen ada pada putusan 

Pengadilan Agama Jayapura nomor 304/Pdt.G/2017/PA.Jpr. 

4. Teknik Analisis Data 

       Teknik analisis data yang dipakai pada penelitian ini yaitu teknik 

deskriptif-analitis dengan pola pikir deduktif, dimana teknik deskriptif-

analitis sendiri memiliki definisi suatu teknik menguraikan atau 

memberikan gambaran umum tentang suatu permasalahan yang sedang 

                                                             
26 Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 94. 
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dibahas dengan cara disusun terlebih dahulu fakta-fakta yang ada sehingga 

permasalahan tersebut bisa dengan mudah dipahami.27 Sedangkan pola 

pikir deduktif yaitu mengemukakan teori secara umum serta 

menginterpretasikannya ke dalam permasalahan tersebut. 

       Dalam penelitian ini, setelah peneliti mendeskripsikan permasalahan 

dengan menyusun fakta-fakta yang ada pada putusan nomor 

304/Pdt.G/2017/PA.Jpr, peneliti akan menganalisis data tersebut 

menggunakan pendekatan hukum Islam dengan metode sadd al-dhari>’ah. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

       Untuk mempermudah pembahasan-pembahasan dalam penelitian ini, 

maka perlu dipaparkan terkait sistematika pembahasan yakni sebagai berikut: 

       Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang 

masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, 

tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

       Bab kedua merupakan teori hukum Islam yang membahas tentang h}ad}a>nah 

dan sadd al-dhari>’ah. Teori hukum Islam tentang h}ad}a>nah meliputi pengertian, 

dasar hukum, syarat-syarat, orang yang berhak dalam h}ad}a>nah, serta 

penghalang h}ad}a>nah. Sedangkan teori hukum Islam tentang sadd al-dhari>’ah 

meliputi pengertian, dasar hukum, pembagian, serta kedudukan sadd al-

dhari>’ah sebagai hujjah dalam hukum Islam. 

                                                             
27 Ibid., 163. 
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       Bab ketiga memuat data penelitian tentang putusan Pengadilan Agama 

Jayapura nomor 304/Pdt.G/2017/PA.Jpr yang di dalamnya meliputi gambaran 

umum Pengadilan Agama Jayapura serta deskripsi putusan nomor 

304/Pdt.G/2017/PA.Jpr. 

       Bab keempat merupakan analisis hukum Islam terhadap putusan 

Pengadilan Agama Jayapura nomor 304/Pdt.G/2017/PA.Jpr tentang h}ad}a>nah 

oleh istri yang murtad sedangkan suami berselingkuh yang mana di dalamnya 

meliputi analisis pertimbangan Hakim serta analisis hukum Islam terhadap 

putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 304/Pdt.G/2017/PA.Jpr tentang 

h}ad}a>nah oleh istri yang murtad sedangkan suami berselingkuh. 

       Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TEORI HUKUM ISLAM TENTANG H{AD{A<NAH DAN SADD AL-DHARI<’AH 

 

A. Teori Hukum Islam tentang H{ad}a>nah 

1. Pengertian H{ad}a>nah 

       Pemeliharaan anak di dalam Islam dikenal dengan sebutan h}ad}a>nah. 

Secara etimologi, h}ad}a>nah berasal dari kata al-hidhn yang memiliki arti 

bagian yang terletak di bawah ketiak sampai pinggul.1 Secara terminologi, 

h}ad}a>nah memiliki arti suatu pemeliharaan anak yang masih kecil atau anak 

yang sudah dewasa tetapi masih belum mampu untuk mengurus dirinya 

sendiri. 

       Pemeliharaan anak dalam hal ini yaitu pemeliharaan yang mencakup 

urusan kebutuhan sehari-hari seperti urusan makanan, urusan pakaian, 

memberikan pendidikan kepada anak tersebut baik secara jasmani maupun 

rohani sampai anak tersebut mampu berdiri sendiri dan bisa bertanggung 

jawab atas dirinya sendiri.2 

       Terdapat beberapa pengertian terkait h}ad}a>nah dari beberapa ulama 

yakni sebagai berikut:3 

a. Ulama Hanafiyah mengartikan h}ad}a>nah sebagai usaha untuk 

memelihara serta mendidik anak yang mana hal tersebut dilakukan oleh 

                                                             
1 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Tahkik dan Tahrij: Muhammad Nasiruddin al-Abani (Jakarta: CP 

Cakrawala Publishing, 2008), 138. 
2 Wahbat al-Zuh}ayli>, Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Jakarta: Darul Fikir, 2016), 60. 
3 Achmad Muhajir, “H{ad}a>nah dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan 

Rumah)”, Jurnal SAP, No. 2, Vol. 2 (Desember, 2017), 166. 
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sesorang yang memang memiliki hak untuk menjadi pemegang 

h}ad}a>nah. 

b. Ulama Syafi’iyah mengartikan h}ad}a>nah sebagai mendidik orang yang 

masih belum bisa untuk memelihara dirinya sendiri dari apa yang baik 

dan bahaya baginya walaupun orang tersebut sudah dewasa. 

       Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian h}ad}a>nah dijelaskan pada 

pasal 1 huruf (g) bahwasannya “Pemeliharaan anak atau h}ad}a>nah adalah 

kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau 

mampu berdiri sendiri”.4 

       Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa h}ad}a>nah 

merupakan usaha memelihara anak yang belum bisa untuk mengurus 

dirinya sendiri yang mana dalam pemeliharaan tersebut mencakup 

memenuhi segala kebutuhannya, menjaganya dari hal-hal yang bisa 

membahayakannya, serta memberikannya pendidikan fisik dan psikis 

sampai ia mampu berdiri sendiri. 

2. Dasar Hukum H{ad}a>nah 

       Hukum dari h}ad}a>nah sendiri ialah wajib dikarenakan kalau anak tidak 

dipelihara maka keselamatannya akan terancam. Dasar hukum yang 

mendasari tentang h}ad}a>nah yakni sebagai berikut: 

a. QS. at-Tahrim ayat 6: 

 َٰٓ هۡليِكُمۡ ناَرٗا وَقوُدُهَا ٱلنذاسُ وَٱلۡۡجَِارَةُ عَليَۡهَا مَلَ
َ
نفُسَكُمۡ وَأ

َ
ْ أ ْ قوُٓا ِينَ ءَامَنوُا هَا ٱلَّذ يُّ

َ
َٰٓأ ئكَِةٌ غِلََظٞ يَ

مَرهَُمۡ وَيفَۡعَلوُنَ مَا يؤُۡمَرُونَ 
َ
َ مَآ أ         شِدَادٞ لَّذ يَعۡصُونَ ٱللَّذ

 

                                                             
4 Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.  
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“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia 

dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan 

tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya 

kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.5 

 

       Ayat di atas menjelaskan bahwasannya Allah memerintahkan 

kepada orang beriman untuk memelihara diri mereka beserta keluarga 

mereka dari siksa api neraka yakni salah satunya dengan mengusahakan 

agar seluruh dari anggota keluarga mereka mematuhi dan 

melaksanakan perintah-perintah Allah SWT serta menjauhi larangan-

Nya, dimana keluarga itu di dalamnya adalah anak. Jadi sudah 

merupakan kewajiban bagi para orang tua untuk memelihara anak 

mereka dengan sebaik mungkin agar tidak terjerumus ke jalan yang 

salah. 

b. QS. al-Baqarah ayat 233: 

 

َۚ وَعََلَ ٱلمَۡوۡلوُ ن يتُمِذ ٱلرذضَاعَةَ
َ
رَادَ أ

َ
ِۖ لمَِنۡ أ وۡلََٰدَهُنذ حَوۡلَيِۡۡ كََمِلَيِۡۡ

َ
َٰتُ يرُۡضِعۡنَ أ َٰلدَِ دِ لََُۥ رزِۡقُهُنذ وَٱلۡوَ

ُۢ بوَِلَِِهَا وَ  ةُ َِۦۚ وَعََلَ وَكسِۡوَتُهُنذ بٱِلمَۡعۡرُوفِِۚ لََّ تكَُلذفُ نَفۡسٌ إلَِّذ وسُۡعَهَاَۚ لََّ تضَُارٓذ وََٰلَِِ ُۥ بوَِلَِِه
لََّ مَوۡلوُدٞ لَذ

رَ 
َ
َۗ وَإِنۡ أ ِنۡهُمَا وَتشََاوُرٖ فَلََ جُنَاحَ عَليَۡهِمَا رَادَا فصَِالَّا عَن ترََاضٖ م 

َ
َٰلكََِۗ فإَنِۡ أ ن ٱلوَۡارثِِ مِثۡلُ ذَ

َ
مۡ أ دتُّ

 ٓ ا وۡلََٰدَكُمۡ فَلََ جُنَاحَ عَليَۡكُمۡ إذَِا سَلذمۡتُم مذ
َ
نذ  تسَۡتََضِۡعُوٓاْ أ

َ
َ وَٱعۡلَمُوٓاْ أ ءَاتيَۡتُم بٱِلمَۡعۡرُوفِِۗ وَٱتذقُواْ ٱللَّذ

َ بمَِا تَعۡمَلوُنَ بصَِيٞ   ٱللَّذ

 

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun 

penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan 

kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu 

dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut 

kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita 

kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, 

dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin 

menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan 

                                                             
5 Kementerian Agama RI, al-Mubin: al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Pustaka al-Mubin), 

560. 
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permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika 

kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada 

dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut 

yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah 

bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.6 

 

       Ayat di atas menjelaskan bahwasannya para orang tua hendaklah 

memelihara anak-anak mereka dengan baik. Ibu hendaklah 

menyusukan anaknya selama dua tahun penuh, sedangkan ayah 

diwajibkan untuk memberikan makanan, pakaian dan kebutuhan lain 

yang layak dengan cara yang ma’ruf. 

c. QS. an-Nisa ayat 9: 

 

 ُ َ وَلَۡۡقُول ا خَافوُاْ عَلَيۡهِمۡ فلَۡيتَذقُواْ ٱللَّذ ِيذةٗ ضِعََٰفا ِينَ لوَۡ ترََكُواْ مِنۡ خَلۡفهِِمۡ ذرُ 
اوَلَۡۡخۡشَ ٱلَّذ واْ قوَۡلَّٗ سَدِيدا  

 

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 

meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang 

mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu 

hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka 

mengucapkan perkataan yang benar”.7 

 

       Ayat di atas menjelaskan bahwasannya setiap manusia hendaklah 

bertakwa kepada Allah, dan bagi para orang tua hendaklah memelihara 

dan memperlakukan anak-anak mereka dengan baik, mencukupi 

kebutuhannya, memberikan pendidikan yang baik baginya serta tidak 

mengucapkan perkataan kasar yang menyakitkan bagi si anak.8 

 

 

                                                             
6 Ibid., 37. 
7 Ibid., 78. 
8 Ramdan Fawzi, “Hak H{ad}a>nah dalam Perceraian karena Pindah Agama Perspektif Hukum Islam”, 

Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, No. 2, Vol. 1 (Oktober, 2018), 98. 
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3. Syarat-Syarat H{ad}a>nah 

       Dalam pemeliharaan anak terdapat persyaratan tertentu yang harus 

dipenuhi yakni sebagai berikut:9 

a. Syarat-syarat mah}du>n 

       Mah}du>n adalah orang yang tidak mampu untuk mengurus dirinya 

sendiri, dimana orang yang termasuk ke dalam kategori mah}du>n ialah 

seperti seorang anak yang belum mumayyiz, atau orang dewasa tetapi 

gila. Adapun orang yang sudah baligh dan sudah mampu untuk 

mengurus dirinya sendiri maka ia sudah tidak membutuhkan 

pemeliharaan, dan apabila ia ingin hidup mandiri juga tidak apa-apa. 

Tetapi dalam hal ini untuk perempuan yang sudah baligh alangkah 

baiknya tidak memisahkan diri dari orang tuanya, karena dalam usia 

baligh untuk perempuan hidup sendirian merupakan hal yang sangat 

rawan. 

b. Syarat-syarat h}a>d}i>n 

1) Baligh 

       Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang h}ad}a>nah 

adalah harus sudah baligh. Seseorang yang belum baligh seperti 

anak kecil tidak bisa menjadi pemegang h}ad}a>nah karena tentu anak 

kecil dalam kesehariannya masih membutuhkan bantuan dari orang 

lain.10 

                                                             
9 Wahbat al-Zuh}ayli>, Fiqih Islam..., 66. 
10 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah..., 144. 
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2) Berakal sehat 

       Dalam pemeliharaan anak, orang yang menjadi pemegang 

h}ad}a>nah harus juga berakal sehat dan tidak boleh gila. Ulama 

Malikiyah juga menambahkan selain berakal sehat orang yang 

menjadi pemegang h}ad}a>nah juga harus cerdas terutama dalam 

mengatur keuangan anak yang dipelihara agar uang tersebut tidak 

terbuang untuk hal-hal yang tidak perlu. 

3) Mampu mendidik 

       Dalam pemeliharaan anak, orang yang menjadi pemegang 

h}ad}a>nah harus mampu mendidik baik dari jasmaninya maupun 

rohaninya seperti badannya tidak sakit dan ia juga mampu 

mengajarkan anak yang dipelihara ilmu umum dan ilmu agama yang 

bisa bermanfaat bagi anak tersebut kedepannya.11 

4) Amanah 

       Sifat amanah dalam pemeliharaan anak sangat dibutuhkan, 

karena dalam pemeliharaan anak pemegang h}ad}a>nah bertanggung 

jawab atas kehidupan dari anak yang dipelihara. Oleh karena itu 

dalam hal pemeliharaan anak tidak boleh diberikan kepada orang 

yang tidak amanah dimana orang yang termasuk ke dalam kategori 

tidak amanah yaitu orang fasik yang sering melakukan kemaksiatan 

sehingga ia menelantarkan anak yang diasuhnya. 

 

                                                             
11 Achmad Muhajir, “H{ad}a>nah dalam Islam..., 168. 
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5) Beragama Islam 

       Terhadap syarat beragama Islam ini terdapat perbedaan 

pendapat dari para ulama. Menurut ulama Syafi’iyah dan ulama 

Hanabilah pemegang h}ad}a>nah harus beragama Islam karena orang 

kafir tidak memiliki keberhakan dan kuasa atas orang Muslim dan 

apabila anak yang beragama Islam dipelihara oleh pemegang 

h}ad}a>nah non Muslim dikhawatirkan akan terjadi pengkafiran anak 

tersebut oleh pengasuhnya.12 

       Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah, 

pemegang h}ad}a>nah tidak begitu dipersyaratkan harus beragama 

Islam. Hal tersebut didasarkan pada salah satu hadis Nabi 

Muhammad yakni sebagai berikut: 

ثَ نَاُُإِبْ رَاهِيْم ُُأَخْبََنَََُُأبَ  وُُْبَكْرُُِبْن ُُإِسْحَاقَ,ُأنَ ُْ ُُبْنُُِزيََِدٍ,ُحَدَّ بَاَُُالَْْسَن ُُبْن ُُعَلِيِّ
ثَنُُِِْ ُعَبْد ُُالَْْمِيْدُُِبْن ُُجَعْفَرٍ,ُحَدَّ ثَ نَاُ ُعِيْسَىُُبْن ُُي  وْن سَ,ُحَدَّ ثَ نَاُ بْن ُُم وْسَى,ُحَدَّ

ُُسِنَانٍُُرَضِيَُُالله ُُعَنْه ,ُ ُُبْن  ُُراَفِع  ثَنِِْ أنََّه ُُأَسْلَمَ,ُوَأبََتُُِامْرأَتَ ه ُُأَنُُْأَبِْ,ُحَدَّ
ُُفَطِيْمٌ,ُوَقَالَُُرَافِعٌُ ُعَلَيْهُُِوَسَلَّمَ,ُفَ قَالَتُْ:ُابْ نَتِِْ ت سْلِمَ,ُفَأَتَتُُِالنَّبَُُِّصَلَّىُُاللهُ 

ُعَلَيْهُُِوَسَلَّمَُُلِرَافِعٍُ:ُاقْ ع دُْ نََحِيَةً,ُوَقَالَُُلِامْرأَتَهُُِِ:ُابْ نَتِِْ.ُفَ قَالَُُالنَّبُُُِّصَلَّىُُاللهُ 
نَ ه مَا,ُثُ َُُّقَالَُ:ُادْع وَاهَا,ُفَمَالَتُُِ يَةَُُبَ ي ْ ب ْ :ُاقْ ع دِيُُْنََحِيَةً,ُفَ قَالَُ:ُوَأقَْ عَدَُُالصِّ

ُُعَلَيْهُُِوَسَلَّمَُ:ُاللَّه مَُُّاهْدِهَا هَا,ُفَ قَالَُُالنَّبُُُُِّصَلَّىُُاالله  ُإِلََُُأ مِّ يَةُ  ب ْ ,ُفَمَالَتُُْالصِّ
 إِلََُُأبَيِ ْهَاُُفَأَخَذَهَا.

 

“Abu Bakar bin Ishaq mengabarkan kepada kami, al-Hasan bin 

Ali bin Ziyad memberitakan (kepada kami), Ibrahim bin Musa 

menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus menceritakan kepada 

kami, Abdul Hamid bin Ja’far menceritakan kepada kami, 

ayahku menceritakan kepadaku, Rafi bin Sinan menceritakan 

                                                             
12 Wahbat al-Zuh}ayli>, Fiqih Islam..., 67. 
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kepadaku, bahwa dia masuk Islam, namun istrinya enggan 

untuk masuk Islam, maka istrinya ini mendatangi Nabi SAW 

dan berkata, “Putriku ini sudah disapih (tidak menyusu lagi)”. 

Rafi berkata, “Dia Putriku!”. Akhirnya Nabi SAW berkata 

kepada Rafi, “Kamu duduk di sebelah sana!”. Beliau juga 

berkata kepada istrinya, “Kamu duduk di sebelah sana!”. Beliau 

lalu mendudukkan anak kecil itu di tengah-tengah antara 

mereka berdua, lalu berkata kepada mereka berdua, “Panggillah 
dia oleh kalian berdua!”. Ternyata anak kecil ini condong ke 

arah ibunya, maka Rasulullah SAW berdoa, “Ya Allah, beri dia 
hidayah”. Akhirnya si bayi perempuan bergerak menuju 

ayahnya, maka ayahnya mengambil bayi itu”.13 

 

       Penjelasan hadis di atas bahwa ketika Rasulullah SAW 

diperhadapkan pada kasus perebutan h}ad}a>nah, Rasulullah tidak 

langsung mendudukkan anak tersebut kepada ayahnya yang 

beragama Islam tetapi mendudukkan anak tersebut di tengah-

tengah kedua orang tuanya, kemudian anak tersebut ternyata lebih 

condong kepada ibunya yang tidak beragama Islam. Setelah itu 

Rasulullah berdoa supaya anak tersebut diberi hidayah, barulah 

kemudian anak tersebut condong kepada ayahnya yang beragama 

Islam dan akhirnya ia ikut ayahnya. 

6) Ibunya belum menikah lagi 

       Seorang ibu yang sudah bercerai dengan suaminya tapi masih 

punya anak kecil, maka ia bisa untuk memelihara anaknya sendiri 

asalkan ia belum menikah lagi dengan pria lain, karena kalau ibu 

sudah menikah lagi dengan pria lain maka ia akan lebih fokus pada 

suami barunya dan terkadang lupa dengan anaknya sendiri. Tapi 

                                                             
13 Imam al-Hakim, al-Mustadrak, terj. Ali Murtadho (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), 499. 
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kalau pria yang dinikahi oleh ibu tersebut masih mempunyai 

pertalian keluarga dengan anak kecil tersebut maka hak nya ibu 

untuk memelihara tidak jadi gugur. 

7) Merdeka 

       Dalam pemeliharaan anak, orang yang menjadi pemelihara 

harus merdeka karena apabila ia masih hamba sahaya maka ia akan 

disibukkan dengan berbagai tugas yang diberi oleh tuannya. 

4. Orang yang Berhak dalam H{ad}a>nah 

       Para fuqaha dalam menentukan siapa yang lebih berhak untuk menjadi 

pemegang h}ad}}a>nah biasanya lebih mendahulukan kaum wanita karena 

kaum wanita itu lebih lembut dan sabar dalam memelihara anak, setelah 

itu baru bisa dipilih siapa dari kaum laki-laki yang berhak untuk menjadi 

pemegang h}ad}a>nah.14 

a. Orang yang berhak menjadi pemegang h}ad}a>nah dari kaum perempuan 

1) Ibu 

       Dalam pemeliharaan anak, ibu yang lebih berhak untuk menjadi 

pemegang h}ad}a>nah walaupun ia sudah bercerai atau ditinggal mati 

suaminya. Hal tersebut dikarenakan selain ibu bisa untuk mengasuh 

dan merawat anak dengan baik, ibu juga lebih mengetahui 

bagaimana dalam mengajarkan serta mendidik anaknya dengan 

baik. Tetapi dalam hal ini disyaratkan bahwa ibu belum menikah 

lagi, seperti hadis di bawah ini: 

                                                             
14 Wahbat al-Zuh}ayli>, Fiqih Islam..., 62. 
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ثَ نَاُُأَُ ,ُُحَدَّ ارمِِيُّ ُُسَعِيْدٍُُالدَّ ثَ نَاُُع ثْمَان ُُبْن  مَّدٍُُالْعَنَزيُِّ,ُحَدَّ ُُبْن ُُمَُ  خْبَََنُُِْأَحَْْد 
ُُأبَ  وُُْعَمْروٍُُ ثَنِِْ ُُم سْلِمٍ,ُحَدَّ ُُبْن  ثَ نَاُُالْوَليِْد  ,ُحَدَّ ُُخَالِدٍُُالدِّمَشْقِيُّ مَُْم وْد ُُبْن 

,ُحَدَُّ هُُِعَبْدُِاِللهُُبْنُُِعَمْروٍُُالَْْوْزَاعِيُّ ثَنُُِِْعَمْر وُُبْن ُُش عَيْبٍ,ُعَنُُْأبَيِْهِ,ُعَنُُْجَدِّ
ُ ُُلَهُ  كَُانَُُبَطْنِِْ ُ ُُهَذَا ُُقَالَتُْ:ُيََُرَس وْلَُُاِلله,ُابْنِِْ ُُامْرأَةًَ رَضِيَُُالله ُُعَنْه ,ُأَنَّ

ُسِقَاءً,ُوَحِجْريُُِْلَهُ  ُُُوِعَاءً,ُوَثَدْثِيُُْلَهُ  ُطلََّقَنِِْ,ُُوَأَرَادَُُأَنُُْيَ نْزعَِهُ  حِوَاءً,ُوَإِنَُُّأَبََهُ 
ُمَالََُُْ ُ ُبهِِ ُ ُأَحَقُّ ُأنَْتُِ :ُ ُوَسَلَّمَ ُ ُعَلَيْهِ ُصَلَّىُُالله ُ ُاِللهُ ُ ُرَس وْل  ُ ُلََاَ ُ ُقَالَ .ْ عَنِِّ

 تَ نْكِحِيْ.

 

“Ahmad bin Muhammad al-Anazi mengabarkan kepadaku, 

Usman bin Sa’id Ad-Darimi menceritakan kepada kami, 

Mahmud bin Khalid Ad-Dimasyqi menceritakan kepada kami, 

al-Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, Abu Amr al- 

Auza’i menceritakan kepadaku, Amr bin Syu’aib menceritakan 

kepadaku dari ayahnya, dari kakeknya, yaitu Abdullah bin Amr, 

bahwa ada seorang wanita berkata, “Wahai Rasulullah, anakku 

ini berasal dari perutku, air susuku sebagai minumannya, dan di 

pangkuankulah dia mendapat kehangatan. Ayahnya telah 

menceraikan diriku, namun dia ingin mengambil anakku ini 

dariku”. Rasulullah SAW lalu bersabda kepadanya, Kamu lebih 
berhak memelihara anak itu selama kamu belum menikah 
lagi”.15 

 

       Kemudian apabila seorang ibu yang memang berhak menjadi 

pemegang h}ad}a>nah atas anaknya itu telah murtad atau berkelakuan 

buruk hingga menyia-nyiakan anak, maka ia juga tidak berhak lagi 

untuk memelihara anaknya karena hal tersebut bisa mempengaruhi 

perkembangan jiwa si anak. 

2) Nenek 

       Setelah ibu, selanjutnya yang berhak untuk menjadi pemegang 

h}ad}a>nah adalah nenek karena ia memiliki emosional yang sama 

                                                             
15 Imam al-Hakim, al-Mustadrak..., 502. 
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seperti ibu jadi bisa untuk memberikan kasih sayang kepada anak 

yang dipelihara tersebut. 

       Menurut ulama Hanafiyah dan ulama Syafi’iyah nenek yang 

selanjutnya berhak untuk menjadi pemelihara adalah nenek dari 

pihak ayah. Kalau menurut ulama Malikiyah lebih didahulukan 

bibinya ibu dari pada nenek dari pihak ayah. Sedangkan menurut 

ulama Hanabilah lebih didahulukan nenek dari pihak ibu baru nenek 

dan kakek dari pihak ayah.16 

3) Saudara perempuan 

       Setelah nenek, selanjutnya yang berhak untuk menjadi 

pemegang h}ad}a>nah adalah saudara perempuan dari anak yang 

dipelihara. Menurut ulama Hanafiyah, ulama Hanabilah dan ulama 

Malikiyah saudara perempuan yang dimaksud adalah saudara 

perempuan dari pihak ibu. Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah 

saudara perempuan yang dimaksud adalah saudara perempuan dari 

pihak ayah, alasannya karena saudara perempuan dari pihak ayah 

masih satu nasab dengan anak yang dipelihara jadi terkadang masih 

bisa mendapat ashabah warisan. 

4) Bibi dari pihak ibu 

       Setelah saudara perempuan, selanjutnya yang berhak untuk 

menjadi pemegang h}ad}a>nah adalah bibi dari pihak ibu. Menurut 

                                                             
16 Wahbat al-Zuh}ayli>, Fiqih Islam..., 62. 
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ulama Hanafiyah, ulama Hanabilah dan ulama Malikiyah bibi dari 

pihak ibu lebih didahulukan daripada bibi dari pihak ayah. 

5) Putri-putri dari saudara perempuan 

       Setelah bibi dari pihak ibu, selanjutnya yang berhak untuk 

menjadi pemegang h}ad}a>nah menurut ulama Syafi’iyah dan ulama 

Hanafiyah adalah putri-putri dari saudara perempuan, baru 

kemudian putri-putri dari saudara laki-laki. 

6) Bibi dari pihak ayah 

       Selanjutnya setelah putri-putri dari saudara perempuan para 

ulama sepakat bahwa yang selanjutnya berhak untuk menjadi 

pemegang h}ad}a>nah adalah bibi dari pihak ayah.17 

b. Orang yang berhak menjadi pemegang h}ad}a>nah dari kaum laki-laki 

       Apabila anak yang akan dipelihara sudah tidak lagi memiliki 

kerabat dari pihak perempuan, maka selanjutnya pemeliharaan anak 

dilimpahkan kepada pihak laki-laki, tetapi dalam hal ini yaitu pihak 

laki-laki yang masih memiliki pertalian mahram dengan anak yang akan 

dipelihara. 

5. Penghalang H{ad}a>nah 

       Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan pemegang h}ad}a>nah 

terhalang untuk memelihara anak yakni sebagai berikut: 

 

 

                                                             
17 Ibid., 63. 
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a. Tidak beragama Islam atau kafir 

       Menurut ulama Syafi’iyah dan ulama Hanabilah pemegang 

h}ad}a>nah bisa terhalang untuk memelihara anak yang beragama Islam 

apabila ia non Muslim, karena menurut mereka orang non Muslim tidak 

memiliki kewenangan untuk memelihara anak yang beragama Islam.18 

b. Mempunyai penyakit yang membahayakan 

       Orang yang memiliki penyakit berbahaya atau bisa menular ke 

orang lain, maka ia tidak diperkenankan untuk menjadi pemegang 

h}ad}a>nah anak karena penyakit tersebut bisa berbahaya bagi anak yang 

akan dipelihara. 

c. Gila atau idiot 

       Dalam hal ini para ulama sepakat bahwasannya apabila seseorang 

yang berhak untuk menjadi pemegang h}ad}a>nah gila atau idiot maka 

haknya untuk menjadi pemegang h}ad}a>nah tersebut gugur. Hal tersebut 

dikarenakan kedua orang tersebut (gila atau idiot) dalam hal untuk 

melakukan segala sesuatu masih memerlukan bantuan orang lain 

sehingga apabila ia masih memerlukan bantuan orang lain kemudian 

bagaimana dengan anak yang akan diasuhnya.19 

d. Fasik dan memiliki pengetahuan kurang 

       Dapat dipercaya dan memiliki pengetahuan agama yang baik 

sangat penting dalam pemeliharaan anak dikarenakan hal tersebut 

                                                             
18 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah..., 145. 
19 Wahbat al-Zuh}ayli>, Fiqih Islam..., 71. 
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sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak yang akan dipelihara. 

Maka dari itu apabila seseorang yang berhak untuk menjadi pemegang 

h}ad}a>nah itu fasik dan memiliki pengetahuan agama yang kurang 

keberhakannya untuk memelihara anak gugur atau dengan kata lain 

karena kefasikan tersebut ia terhalang untuk bisa menjadi pemegang 

h}ad}a>nah.20 

e. Seorang h}a>d}i>nah yang sudah menikah lagi 

       Seorang h}a>d}i>nah yang sudah menikah lagi maka haknya untuk 

menjadi pemegang h}ad}a>nah telah gugur karena seorang h}a>d}i>nah yang 

sudah menikah lagi kemungkinan besar lebih fokus kepada suami 

barunya daripada kepada anaknya sendiri, kecuali ia menikah dengan 

pria yang masih punya pertalian mahram dengan anak tersebut, maka 

hak h}a>d}i>nah tersebut tidak jadi gugur. 

 

B. Teori Hukum Islam tentang Sadd Al-Dhari>’ah 

1. Pengertian Sadd Al-Dhari>’ah 

       Secara etimologi, kalimat sadd al-dhari>’ah berasal dari dua kata yaitu 

sadd yang berarti penghalang serta dhari>’ah yang berarti menghantarkan, 

sarana atau wasilah.21 Secara terminologi, sadd al-dhari>’ah adalah menutup 

semua hal yang menjadi penyebab timbulnya kerusakan, melarang suatu 

                                                             
20 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah..., 144. 
21 Agus Miswanto, Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam (Yogyakarta: Unimma Press, 2019), 

185. 
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perbuatan yang pada dasar hukumnya mubah karena dapat berakibat 

kepada jalan kemaksiatan atau perbuatan yang dapat melanggar syari’at. 

       Terdapat beberapa pengertian terkait sadd al-dhari>’ah dari beberapa 

ulama ushul, yakni sebagai berikut: 

a. Menurut Abdul Wahab Khallaf sadd al-dhari>’ah dapat diartikan sebagai 

menahan (menghalangi) segala hal yang dapat menyampaikan kepada 

sesuatu yang terlarang yang mencakup atas kerusakan dan bahaya. 

b. Menurut Abdul Karim bin Ali bin Muhammad al-Namlah sadd al-

dhari>’ah dapat diartikan sebagai mencegah sesuatu yang menjadi jalan 

kerusakan dengan cara menolak sarana-sarana tersebut dan 

membentenginya. 

       Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasannya sadd 

al-dhari>’ah memiliki definisi mencegah atau menutup semua hal-hal yang 

dapat mengakibatkan kepada kerusakan (mafsadat), yang mana tujuan dari 

penetapan hukum secara sadd al-dhari>’ah adalah demi menghindarkan dari 

kerusakan. 

       Sebagai contoh ialah kewajiban mengerjakan shalat lima waktu. 

Seseorang hanya bisa untuk mengerjakan shalat apabila ia telah belajar 

shalat. Belajar shalat disini seperti tampak tidak wajib, tetapi hukum shalat 

lima waktu adalah wajib. Oleh karena shalat lima waktu hukumnya wajib 

dan harus dilakukan, maka hukum belajar shalat pun ikut menjadi wajib.22 

                                                             
22 Ibid., 186. 
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2. Dasar Hukum Sadd Al-Dhari>’ah 

       Pengambilan dalil sadd al-dhari>’ah beserta ketentuan hukumnya 

ditetapkan berdasarkan al-Qur’an, Hadis maupun kaidah Fiqh yakni 

sebagai berikut:23 

a. Al-Qur’an surat al-An’am ayat 108: 

 ِ َ عَدۡوَُۢا بغَِيِۡ عِلۡمِٖۗ كَذََٰلكَِ زَيذنذا لكُِ  ِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّذ ِينَ يدَۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّذ ةٍ عَمَلهَُمۡ ثُمذ وَلََّ تسَُبُّواْ ٱلَّذ مذ
ُ
 أ

رجِۡعُهُمۡ فَيُنبَ ئِهُُم بمَِا كََنوُاْ يَعۡمَلوُنَ    إلَََِٰ رَب هِِم مذ
 

“Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka 

sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah 

dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami 

jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. 

Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia 

memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka 

kerjakan”.24 
 

       Ayat di atas menjelaskan bahwa sebenarnya mencaci maki 

sesembahan kaum musyrik itu diperbolehkan, bahkan mengandung 

kemaslahatan. Tetapi apabila hal tersebut dilakukan maka akan 

menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar yaitu orang musyrik balas 

mencaci maki Allah, maka untuk mencegah kemafsadatan itu terjadi 

kemaslahatan untuk mencaci maki sesembahan kaum musyrik itu lebih 

baik dihindari. 

 

 

                                                             
23 Moh. Bahrudin, Ilmu Ushul Fiqh (Bandar Lampung: AURA, 2019), 73. 
24 Kementerian Agama RI, al-Mubin: al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Pustaka al-Mubin), 

141. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

38 

 

 
 

 

b. Hadis 

ُُوَعَنُُْعَبْدُُِاِللهُُبْنُُِعَمْروِ ُعَن ْه مَاُُاَنَُُّرَس وْلَُاِللهُُصَلَّىُُاللهُ  بْنُُِالعَاصُُِرَضِيَُُاللهُ 
ُُالرَّج ل ُُ عَلَيْهُُِوَسَلَّمَُُقَالَُ:ُُمِنَُُالْكَبَائرُُِِشَتْم ُُالرَّج لُُِوَالِدَيْهِ,ُقِيْلَُ:ُُوَهَلُُْيَس بُّ

ُُابَََُُالرَّج لِ, ُُُوَالِدَيْهِ؟ُُقَالَُ:ُنَ عَمُُْيَس بُّ ُُا مَّه ُُفَ يَس بُّ ُُالرَّج ل ُُابَََه ,ُوَيَس بُّ فَ يَس بُّ
 ا مَّه ,ُم ت َّفَقٌُُعَلَيْهِ.

 

“Dari Abdullah bin Amr bin Ash r.a. bahwa Rasulullah SAW 

bersabda, “Termasuk dosa besar ialah seseorang memaki orang 
tuanya”. Ada seseorang bertanya, “Adakah seseorang akan 

memaki orang tuanya?”. Beliau bersabda, “Ya, ia memaki ayah 
orang lain, lalu orang lain itu memaki ayahnya dan ia memaki ibu 
orang lain lalu orang lain itu memaki ibunya”. (Muttafaq 

Alaih)”.25 

 

       Hadis di atas menjelaskan bahwa yang termasuk kedalam dosa 

besar adalah orang yang menghina atau mencaci maki orang tua orang 

lain yang membuat anak dari orang tua yang dihina tersebut balas 

mencaci maki orangtuanya. Oleh karena itu, agar tidak menimbulkan 

dosa yang besar, mencaci maki kedua orang tua orang lain adalah hal 

yang harus dihindari. 

c. Kaidah fiqh 

       Tedapat kaidah fiqhiyah yang bisa untuk dijadikan dasar sadd al-

dhari>’ah yakni sebagai berikut: 

ُالْمَفَاسِدُُِم قَدَّمٌُُعَلَىُُجَلْبُُِالْمَصَالِحِ.  دَرْءُ 
 

                                                             
25 Ibnu H{ajar al-‘Asqala>ni>, Terjemah Bulu>gh al-Mara>m dan Penjelasannya, terj. Achmad Sunarto 

(Jakarta: Pustaka Amani, 2000), 694. 
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“Menolak kerusakan (mafsadah) lebih diutamakan daripada 

menarik kebaikan (maslahah)”.26 

 

       Dari kaidah di atas jelas bahwasannya segala sesuatu yang 

mengandung keburukan atau kemafsadatan haruslah dihindari terlebih 

dahulu. Selain itu juga terdapat kaidah sebagai berikut: 

عَلَىُُحَرَامٍُُفَ ه وَُُحَرَامٌُُُمَاُُدَلَُّ  
 

“Segala jalan yang menuju kepada terciptanya suatu pekerjaan 

yang haram, maka jalan itupun juga diharamkan”. 

 

       Kaidah di atas menjelaskan bahwasannya semua jalan yang kalau 

tujuannya kepada sesuatu yang haram, maka jalan itu pun juga ikut 

haram, sehingga jalan tersebut pun harus dihindari karena akan 

membawa kepada sesuatu yang bisa menimbulkan kerusakan.27 

       Jadi kedua kaidah di atas dapat dijadikan sebagai sandaran dalam 

penerapan sadd al-dhari>’ah karena didalamnya terdapat unsur 

kemafsadatan yang harus dihindari juga keyakinan pada perkara yang 

akan membawa kerusakan. 

3. Pembagian Sadd Al-Dhari>’ah 

       Dilihat dari besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkannya terhadap 

kerusakan (mafsadat), dalam perspektif Ibnu Qayyim al-Zaujiyah, dhari>’ah 

dapat dibagi 4 macam yakni sebagai berikut:28 

                                                             
26 Moh. Adib Bisri, Tarjamah al-Fara>id al-Bahiyyah (Risa>lah Qawa>’id Fiqh) (Rembang: Menara 

Kudus, 1977), 24. 
27 Hifdhotul Munawaroh, “Sadd al-Dhari>’ah dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqih 

Kontemporer”, Jurnal Ijtihad, No. 1, Vol. 12 (Juni, 2018), 69. 
28 Agus Miswanto, Ushul Fiqh: Metode Ijtihad..., 185. 
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a. Sarana (wasilah) yang membawa kepada kerusakan secara langsung. 

Seperti minum-minuman keras yang membawa kerusakan berupa 

mabuk (rusak akal). 

b. Sarana (wasilah) untuk hal-hal yang mubah, tetapi bertujuan untuk 

mengantarkan pada kerusakan. Seperti akad jual beli yang bertujuan 

untuk melakukan riba. 

c. Sarana (wasilah) untuk hal-hal yang mubah, dan tidak ditujukan untuk 

sarana kerusakan, tetapi berimplikasi pada kerusakan pada umumnya, 

dan kerusakan yang ditimbulkan itu lebih banyak dibandingkan dengan 

maslahat yang ditimbulkannya. Seperti mencaci sesembahan orang 

musyrik dihadapan mereka. 

d. Sarana (wasilah) untuk sesuatu yang mubah, yang kadang-kadang 

membawa kerusakan (mafsadat), hanya saja kemaslahatannya lebih 

banyak dibandingkan kerusakan yang ditimbulkannya. Seperti 

menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang zalim. 

4. Kedudukan Sadd Al-Dhari>’ah sebagai Hujjah dalam Hukum Islam 

       Kedudukan sadd al-dhari>’ah sebagai hujjah dalam hukum Islam ini 

terdapat perbedaan pendapat dari para ulama, dimana ada ulama yang 

menjadikannya sebagai hujjah dan ada juga yang tidak.29 

       Ulama yang menjadikan sadd al-dhari>’ah sebagai salah satu sumber 

hukum Islam yang bisa dijadikan hujjah adalah ulama Malikiyah dan ulama 

                                                             
29 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 136. 
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Hanabilah. Ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah dalam menjadikan sadd 

al-dhari>’ah sebagai hujjah mendasarkan pada ayat al-Qur’an surat al-

An’am ayat 108 dan pada beberapa hadis Rasulullah seperti tentang 

larangan untuk mencaci maki orang tua orang lain dan larangan untuk 

membunuh orang munafik. 

       Selanjutnya ulama yang tidak menjadikan sadd al-dhari’ah sebagai 

salah satu sumber hukum Islam yang bisa dijadikan hujjah adalah ulama 

Syafi’iyah dan ulama Hanafiyah. Kedua ulama tersebut sebenarnya bukan 

tidak memakainya sama sekali, hanya saja dalam penerapan sadd al-

dhari>’ah ini kedua ulama tersebut menerapkannya pada masalah-masalah 

tertentu saja dan menolak pada masalah lainnya.30 Imam Syafi’i dapat 

menerima sadd al-dhari>’ah dalam keadaan uzur seperti contoh orang yang 

sakit sehingga ia melewatkan sholat jum’at maka ia boleh menggantinya 

dengan sholat dhuhur tapi dengan diam-diam agar ia tidak dituduh sengaja 

tidak melakukan sholat jum’at.31 

       Dari paparan di atas maka bisa disimpulkan bahwa ulama dalam 

menggunakan dhari>’ah ini yaitu secara konsensus. Jadi walaupun ada 

perbedaan pendapat antar para ulama tapi pada prinsipnya mereka tetap 

sepakat kalau dhari>’ah ini merupakan sumber pokok yang diakui dan bisa 

berdiri sendiri.32 

 

                                                             
30 Misbahuddin, Ushul Fiqh I (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2013), 210. 
31 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul..., 137. 
32 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2012), 448. 
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BAB III 

DATA PENELITIAN TENTANG PUTUSAN PENGADILAN AGAMA 

JAYAPURA NOMOR 304/Pdt.G/2017/PA.Jpr 

 

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Jayapura 

1. Sejarah Pengadilan Agama Jayapura 

       Menurut pakar sejarah Pengadilan Agama sudah ada di berbagai daerah 

di Indonesia sejak abad ke – XIV, tetapi pada saat itu Pengadilan Agama 

yang ada di pulau Jawa dan Madura masih terbatas. Akhirnya pada tahun 

1957 mulailah didirikan Pengadilan Agama di luar Jawa dan Madura 

dengan berdasar pada PP No. 45 Tahun 1957 tentang Pengadilan Agama di 

luar Jawa dan Madura.1 

       Pengadilan Agama Jayapura sendiri berdiri dengan dikeluarkannya 

KMA No. 95 Tahun 1982 tentang Pembentukan 5 (lima) cabang 

Pengadilan Tinggi Agama, diantaranya adalah Pengadilan Tinggi Agama 

Jayapura, yang mana di dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jayapura 

tersebut terdapat 9 (sembilan) Pengadilan Agama salah satunya yaitu 

Pengadilan Agama Jayapura. 

       Pengadilan Agama Jayapura secara resmi beroperasi pada tanggal 11 

Februari 1984, tapi dulu sarananya belum memadai dimana Pengadilan 

Agama Jayapura belum punya kantor sendiri dan masih meminjam ruang 

di kantor Departemen Agama. Akhirnya pada tahun 1993 Pengadilan 

                                                             
1 Putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 304/Pdt.G/2017/PA.Jpr, dalam Pa-jayapura.go.id, 

diakses pada 5 Maret 2021.  
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Agama Jayapura punya kantor sendiri yang terletak di Raya Kotaraja 

Abepura di atas tanah 1000 M2 dan luas bangunan 134,4 M2 yang mana 

luas bangunan tersebut belum memenuhi standar Peradilan Agama Kelas I, 

sehingga pada tahun 2007 sampai 2008 gedung Pengadilan Agama 

Jayapura direnovasi sehingga sudah memenuhi standar yang telah 

ditentukan Mahkamah Agung yaitu dengan luas bangunan 528 M2 dan 

terdiri dari 2 lantai. 

2. Visi dan Misi 

       Visi Pengadilan Agama Jayapura sebagai pelaksanaan kekuasaan 

peradilan di tingkat pertama adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama 

Jayapura yang Agung”. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi-

misi yakni “Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Jayapura, 

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, 

Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Jayapura, serta 

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Jayapura”.2 

3. Tugas 

       Tugas pokok Pengadilan Agama Jayapura yakni sesuai dengan 

ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama yakni “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang 

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara 

                                                             
2 Ibid. 
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orang-orang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, 

Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syari’ah”. 

 

B. Deskripsi Putusan Nomor 304/Pdt.G/2017/PA.Jpr 

       Pengadilan Agama Jayapura yang bertugas untuk memeriksa dan 

mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan 

terhadap perkara cerai talak nomor 304/Pdt.G/2017/PA.Jpr, yang mana dalam  

pertengahan sidang ini terdapat Rekonvensi atau gugatan balik yang diajukan 

oleh pihak lawan. Deskripsi putusan ini yakni sebagai berikut:    

1. Identitas Para Pihak 

       Dalam perkara ini terdapat dua pihak yang berperkara, pihak pertama 

yakni Suami atau disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat 

Rekonvensi,  Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan seorang 

anggota POLRI yang berumur 31 tahun, beragama Islam dan bertempat 

tinggal di Kota Jayapura. Sedangkan pihak kedua yakni Istri atau disebut 

sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Termohon 

Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan seorang karyawan yang 

berumur 33 tahun, beragama Kristen Protestan dan bertempat tinggal di 

Kota Jayapura.3 

2. Posita atau Duduk Perkara  

       Perkara Nomor 304/Pdt.G/2017/PA.Jpr ini telah terdaftar di 

Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 25 September 2017, perkara ini 

                                                             
3 Ibid. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

45 

 

 
 

adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat 

Rekonvensi terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. 

Pemohon dan Termohon ini telah menikah pada tanggal 24 Juni 2011 di 

KUA Distrik Abepura Kota Jayapura. Setelah menikah mereka tinggal 

bersama dan hidup rukun layaknya suami istri dan selama berumah tangga 

mereka telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang lahir pada tanggal 

03 Agustus 2011. Pada awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja 

namun sekitar bulan Juni 2014 telah terjadi pertengkaran yang 

menyebabkan rumah tangga mereka goyah yang mana pertengkaran 

tersebut disebabkan oleh Termohon atau istri yang telah kembali ke 

agamanya yang semula yakni Kristen Protestan, dan juga disebabkan oleh 

Pemohon atau suami yang telah berselingkuh dengan perempuan lain, 

sehingga hal-hal tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah 

tempat tinggal selama 3 tahun 10 bulan.  

3. Petitum 

       Petitum merupakan hal-hal yang dimohonkan untuk diputuskan oleh 

Hakim di Pengadilan.4 Dalam permohonan Pemohon hal-hal yang 

dimohonkan adalah Pemohon meminta diberikan izin untuk menjatuhkan 

talak satu raj’i terhadap Termohon dan Pemohon juga meminta agar hak 

asuh anak berada dibawah asuhan Pemohon. 

 

                                                             
4 Laila M. Rasyid dan Herinawati, Modul Pengantar Hukum Acara Perdata (Lhokseumawe: Unimal 

Press, 2015), 30. 
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4. Proses Persidangan dan Pemeriksaan Perkara 

       Dalam pemeriksaan perkara nomor 304/Pdt.G/2017/PA.Jpr di 

Pengadilan Agama Jayapura pada hari dan tanggal sidang yang telah 

ditentukan telah dihadiri oleh Pemohon dan Termohon sebagai pihak yang 

berperkara. Bahwasannya sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan 

Ketua Majelis telah berusaha menasehati dan mendamaikan kedua belah 

pihak akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena tidak berhasil maka 

selanjutnya para pihak diperintahkan untuk melaksanakan proses mediasi 

dan berdasarkan laporan mediator bahwasannya proses mediasi yang telah 

dilakukan para pihak yang berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan. 

       Setelah gagal dalam proses mediasi maka persidangan harus 

dilanjutkan ke tahap-tahap pemeriksaan selanjutnya. Dalam hal 

pemeriksaan ini kedua pihak yang berperkara tetap berpegang pada dalil-

dalilnya.  Pemohon menegaskan bahwa perselisihan antara Pemohon dan 

Termohon adalah dikarenakan Termohon atau istri telah keluar dari Islam 

atau murtad. Pemohon juga meminta agar hak asuh anak untuk diberikan 

kepada Pemohon karena Termohon atau istri telah murtad dan sudah tidak 

memenuhi syarat untuk menjadi pemegang h}ad}a>nah.5 

       Sedangkan Termohon, ia menegaskan bahwa perselisihan antara 

Pemohon dan Termohon bukan karena Termohon keluar dari agama Islam 

karena sebelum pernikahan terjadi antara Pemohon dan keluarga Termohon 

                                                             
5 Putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 304/Pdt.G/2017/PA.Jpr, dalam Pa-jayapura.go.id, 

diakses pada 5 Maret 2021. 
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telah terjadi kesepakatan bahwa Termohon masuk Islam hanya untuk 

keperluan akad nikah saja dan setelah itu Termohon bisa kembali ke 

agamanya yang semula dan perlu diketahui juga pada saat itu Termohon 

telah hamil 5 bulan dan Pemohon harus bertanggung jawab atas hal 

tersebut. Penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah 

karena Pemohon atau suami telah berselingkuh dengan perempuan lain dan 

telah menelantarkan anak dalam waktu yang cukup lama.  

       Dalam pemeriksaan di persidangan, Termohon pada prinsipnya tidak 

menginginkan adanya perceraian, tetapi apabila perceraian tersebut harus 

terjadi maka Termohon meminta hak-haknya dengan mengajukan gugatan 

rekonvensi atau gugatan balik, maka dalam hal ini Termohon juga disebut 

sebagai Penggugat Rekonvensi. Penggugat dalam gugatan rekonvensinya 

meminta agar hak asuh anak berada di bawah asuhan Penggugat karena 

menurut hukum apabila anak belum mumayyiz ibulah yang lebih berhak 

mengasuhnya. Kemudian Penggugat juga meminta agar Tergugat 

membayar terkait nafkah yakni untuk nafkah lampau sejak tahun 2014 

sampai 2017 totalnya yakni 133.300.000, kemudian terkait nafkah iddah 

yakni 10.000.000 dan terkait nafkah anak setiap bulannya adalah 

3.000.000.6 

5. Pembuktian 

       Setelah adanya pemeriksaan di persidangan yang mana kedua pihak 

tetap bertahan pada dalil-dalilnya, selanjutnya adalah tahap pembuktian. 

                                                             
6 Ibid. 
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Pada tahap pembuktian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah 

mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, alat bukti 

berupa surat-surat yang diajukan yakni sebagai berikut: 

a. Fotokopi buku kutipan akta nikah nomor 272/31/VI/2011 tanggal 24 

Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik 

Abepura, Kota Jayapura atau disebut bukti P1. 

b. Surat izin cerai dari Kepolisian Resor Kabupaten Keerom atas nama 

Pemohon tanggal 20 September 2017 atau disebut bukti P2.  

c. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama xx yang dikeluarkan oleh 

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Jayapura 

tanggal 19 Oktober 2011 atau disebut bukti P3. 

       Sedangkan alat-alat bukti berupa saksi, Pemohon Konvensi/Tergugat 

Rekonvensi menghadirkan 3 orang saksi yakni sebagai berikut: 

a. Saksi I, berumur 65 tahun dan beragama Islam merupakan ayah 

kandung Pemohon. Saksi I mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon 

telah menikah di KUA Distrik Abepura Kota Jayapura pada tahun 2011 

dan setelah menikah mereka  hidup rukun layaknya suami istri dan telah 

dikaruniai satu anak perempuan. Saksi I mengetahui bahwa sebelum 

menikah Termohon beragama Kristen Protestan dan telah hamil maka 

dari itu Pemohon sebagai anak harus bertanggung jawab. 

Sepengetahuan saksi I yang menyebabkan perselisihan antara Pemohon 

dan Termohon adalah karena Termohon telah kembali ke agamanya 

yang semula yakni Kristen Protestan, dan sejak bulan september 2014 
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Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, tetapi walaupun 

begitu hubungan saksi I dengan Pemohon dan anaknya masih akrab. 

b. Saksi II, berumur 54 tahun dan beragama Islam merupakan ibu kandung 

Pemohon. Saksi II mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah 

menikah di KUA Distrik Abepura Kota Jayapura pada tahun 2011 dan 

setelah menikah mereka hidup rukun layaknya suami istri dan telah 

dikaruniai satu anak perempuan. Sepengetahuan saksi II sebelum 

menikah Termohon beragama Kristen Protestan dan telah hamil 5 

bulan, kemudian Termohon masuk Islam dan menikah secara Islam. 

Sepengetahuan saksi II yang menyebabkan perselisihan antara 

Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon telah kembali ke 

agamanya yang semula yakni Kristen Protestan. Saksi II juga pernah 

melihat bahwa setahun setelah pernikahan Termohon membawa Al 

Kitab ke rumah.  

c. Saksi III, berumur 45 tahun dan beragama Islam merupakan tetangga 

Pemohon dan Termohon. Sepengetahuan saksi III Pemohon dan 

Termohon telah menikah dan dikaruniai satu orang anak perempuan. 

Selama saksi III bertetangga dengan Termohon, anaknya sering main 

ke rumah dan terakhir orang tua Pemohon menitipkan makanan ke 

rumah saksi karena saksi mendengar dari percakapan anak dan orang 

tua Pemohon bahwa anak dilarang Termohon untuk menemui orang tua 

Pemohon. Saksi III juga pernah melihat bahwa Termohon pergi ke 

gereja atau datang dari gereja bersama anaknya. 
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       Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tahap pembuktian 

ini juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, 

alat bukti berupa surat-surat yang diajukan yakni sebagai berikut:7 

a. Fotokopi buku kutipan akta nikah nomor 272/31/VI/2011 tanggal 24 

Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik 

Abepura, Kota Jayapura, atau disebut bukti T1. 

b. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama xx yang dikeluarkan oleh 

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Jayapura 

tanggal 19 Oktober 2011, atau disebut bukti T2. 

c. Fotokopi rekaman SMS Pemohon dengan perempuan selingkuhannya, 

atau disebut bukti T3. 

d. Fotokopi surat undangan dari POLRES Keerom tanggal 3 September 

2014, atau disebut bukti T4. 

e. Fotokopi surat tanda penerimaan laporan nomor 

TBL/132/X/2017/SPKT Polda Papua, atau disebut bukti T5. 

f. Fotokopi surat tanda penerimaan laporan nomor 

STPL/181/XI/2017/Ydn. Propam pada tanggal 15 November 2017, atau 

disebut bukti T6. 

g. Fotokopi kartu pembayaran uang partisipasi sekolah atas nama xx pada 

bulan Juli 2017, atau disebut bukti T7. 

h. Fotokopi hasil ujian tengah semester atas nama xx pada 19 Oktober 

2017, atau disebut bukti T8. 

                                                             
7 Ibid. 
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i. Fotokopi laporan perkembangan anak didik TK Kartika VI-1 Jayapura 

atas nama xx, atau disebut bukti T9. 

j. Fotokopi laporan hasil capaian kompetensi peserta didik SD Kartika 

VI-1 Jayapura, atau disebut bukti T10. 

k. Fotokopi bukti penerimaan murid baru, tahun anggaran 2016-2017 atas 

nama xx pada tanggal 17 Mei 2016, atau disebut bukti T11. 

l. Fotokopi sertifikat polis mandiri atas nama xx, atau disebut bukti T12. 

m. Fotokopi polis asuransi prudential atas nama xx pada tanggal 21 Maret 

2017, atau disebut bukti T13. 

n. Fotokopi surat pengaduan kepada kepala Kepolisian Resor Keerom 

tanggal 16 November 2017, atau disebut bukti 14. 

o. Fotokopi bukti tanda terima berkas, atau disebut bukti 15. 

       Sedangkan alat-alat bukti berupa saksi, Termohon 

Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan 2 orang saksi yakni 

sebagai berikut: 

a. Saksi I, berumur 60 tahun dan beragama Kristen Protestan merupakan 

sesepuh adat keluarga keturunan tanah Toraja. Saksi I mengetahui 

bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara Islam pada tahun 

2011. Saksi I mengetahui bahwa sebelum pernikahan tersebut 

Termohon beragama Kristen Protestan dan telah hamil 5 bulan maka 

dari itu Pemohon harus bertanggung jawab, sehingga sebelum 

pernikahan berlangsung terjadi perjanjian lisan bahwa Pemohon dan 
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Termohon boleh menikah secara Islam asalkan setelah menikah 

Termohon akan kembali ke agamanya yang semula. 

b. Saksi II, berumur 28 tahun dan beragama Islam merupakan adik 

kandung Termohon. Saksi II mengetahui bahwa Termohon sebelum 

menikah agamanya adalah Kristen Protestan kemudian menikah secara 

Islam pada tahun 2011. Saksi II mengetahui sebelum adanya 

pernikahan tersebut telah terjadi perjanjian lisan yang intinya Pemohon 

dan Termohon menikah secara Islam tetapi setelah menikah Termohon 

akan kembali ke agamanya yang semula. Sepengetahuan saksi II 

penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon adalah Pemohon telah 

ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain dan walaupun sudah 

ditegur tetapi tetap tidak berubah dan Pemohon juga mengusir 

Termohon dari tempat kediaman. Sepengetahuan saksi sejak berpisah 

tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada 

Termohon dan anaknya. 

6. Pertimbangan Hukum 

       Pertimbangan hukum Hakim dalam perkara Nomor 

304/Pdt.G/2017/PA.Jpr ini yakni bahwasannya terkait perkara cerai pada 

dasarnya harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri sudah tidak bisa 

hidup rukun kembali sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal ini Pemohon dan Termohon telah 

melakukan pernikahan yang sah secara hukum Islam dan telah menjadi 

pasangan suami Istri. Kemudian yang menjadi alasan diajukannya 
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permohonan cerai adalah karena keadaan rumah tangga yang sudah goyah  

dan hal tersebut disebabkan karena Termohon kembali ke agamanya yang 

semula yakni Kristen Protestan dan juga berdasarkan keterangan para saksi 

di persidangan juga membuktikan bahwasannya Termohon atau istri telah 

murtad. Kemudian Termohon sendiri membantah bahwa alasan 

perselisihan tersebut bukan karena Termohon sudah murtad tetapi alasan 

tersebut dikarenakan Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain.8  

       Berdasarkan pemeriksaan di Persidangan antara Pemohon dan 

Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dan terus menerus terjadi 

perselisihan. Rumah tangga yang di dalamnya terdapat perselisihan secara 

terus menerus, telah hidup berpisah dan bahkan antara Pemohon dan 

Termohon telah berbeda keyakinan maka hal tersebut sudah merupakan 

fakta yang cukup untuk alasan adanya suatu perceraian.        

       Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat 

bahwa apabila pernikahan tersebut dilanjutkan maka akan lebih besar 

mudharatnya dibanding kebaikannya. Oleh karena pada fakta-fakta di atas 

terdapat salah satu fakta kuat yang menyatakan terdapat salah satu 

pasangan yang telah keluar dari Islam, maka pernikahan antara Pemohon 

dan Termohon ini harus difasakh atau dibatalkan. Dalam hal ini Majelis 

Hakim perlu mengemukakan salah satu firman Allah Surat al-Baqarah ayat 

221 yakni sebagai berikut: 

                                                             
8 Ibid. 
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عۡجَبتَۡكُمَۡۗ وَلََّ 
َ
شِۡۡكَةٖ وَلوَۡ أ ِن مُّ ؤۡمِنَةٌ خَيۡٞ م  مَةٞ مُّ

َ
َۚ وَلََ َٰ يؤُۡمِنذ ْ ٱلمُۡشۡۡكََِٰتِ حَتَّذ  تنُكِحُواْ وَلََّ تنَكِحُوا

َٰٓئكَِ يدَۡعُ  وْلَ
ُ
عۡجَبَكُمَۡۗ أ

َ
شۡۡكِٖ وَلوَۡ أ ِن مُّ ؤۡمِنٌ خَيۡٞ م  َْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّ َٰ يؤُۡمِنوُا ُ يدَۡعُوٓاْ ٱلمُۡشِۡۡكيَِۡ حَتَّذ ونَ إلََِ ٱلنذارِِۖ وَٱللَّذ

رُونَ   َٰتهِِۦ للِنذاسِ لَعَلذهُمۡ يَتذََكذ ُ ءَايَ ِ  إلََِ ٱلَۡۡنذةِ وَٱلمَۡغۡفِرَةِ بإِذِۡنهِِۖۦ وَيبَُيۡ 
 

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum 

mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih 

baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan 

janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-

wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak 

yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik 

hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga 

dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-

Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka 

mengambil pelajaran”.9 

 

       Walaupun ayat tersebut di atas menunjukkan larangan 

dilaksanakannya pernikahan antara seorang yang beragama Islam dengan 

non Islam, namun ayat tersebut juga memberikan petunjuk bahwa ada 

larangan untuk mempertahankan rumah tangga yang dibangun berdasarkan 

hukum Islam manakala ada salah seorang antara suami atau istri keluar dari 

Islam (murtad). 

       Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka Majelis 

Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang 

dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2011 harus dinyatakan batal demi 

hukum dan pernikahannya harus difasakh karena Termohon sudah murtad. 

       Kemudian terkait perkara h}ad}a>nah atau hak asuh anak dalam hal ini 

Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan bukti-bukti 

di Pengadilan Pemohon telah terbukti berselingkuh dengan perempuan lain. 

                                                             
9 Kementerian Agama RI, al-Mubin: al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Pustaka al-Mubin), 

35. 
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Selain Pemohon terbukti telah berselingkuh ia juga terbukti telah 

menelantarkan anak dalam waktu yang cukup lama dengan tidak 

memberikan kasih sayang layaknya seorang ayah. Bahkan ketika anak 

sedang ulang tahun Pemohon mengajaknya bersama-sama dengan 

perempuan selingkuhannya. Dengan ini terbukti bahwa Pemohon atau 

suami telah memiliki perangai yang kurang baik dan tidak patut untuk 

diikuti karena akan berdampak buruk pada perkembangan jiwa anak. Oleh 

karena itu, karena anak Pemohon dan Termohon belum mumayyiz dan 

selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang mengurus anak 

adalah Termohon maka hak h}ad}a>nah anak Pemohon dan Termohon ini 

jatuh kepada Termohon atau istri.   

       Kemudian terkait perkara nafkah, berdasarkan saksi Termohon di 

persidangan sejak kedua belah pihak berpisah tempat tinggal kurang lebih 

3 tahun 10 bulan, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada 

Termohon, oleh karena pada saat itu Termohon Konvensi/Penggugat 

Rekonvensi masih berstatus sebagai istri maka tuntutan Penggugat 

Rekonvensi tentang nafkah lampau dapat dipertimbangkan dan dalam hal 

ini setelah dihitung maka keseluruhan nafkah madhi (lampau) yang harus 

dibayar oleh Tergugat Rekonvensi adalah 69.000.000,-.  Karena pernikahan 

Pemohon dan Termohon putus karena fasakh akibat adanya peralihan 

agama, maka Termohon tidak memiliki masa iddah dan Pemohon juga 

tidak berhak memberikan nafkah iddah, tetapi mantan istri masih berhak 

untuk mendapatkan mut’ah berdasarkan kerelaan dari mantan suaminya 
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dan dalam hal ini Pemohon bersedia untuk memberikan mut’ah berupa 

cincin emas sebesar 4 gram. Terkait biaya h}ad}a>nah anak dalam setiap 

bulannya, karena Tergugat Rekonvensi merupakan seorang anggota 

polisi/aparatur negara yang berpenghasilan tetap, maka berdasarkan 

kewajarannya Majelis Hakim menetapkan Rp. 2.000.000,- untuk biaya 

h}ad}a>nah anak dalam setiap bulannya.10 

7. Amar Putusan 

       Pada perkara nomor 304/Pdt.G/2017/PA.Jpr Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Jayapura menjatuhkan putusan dengan memfasakh 

perkawinan antara Pemohon dan Termohon, menetapkan hak h}ad}a>nah anak 

berada pada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sampai anak 

berumur 12 tahun atau mumayyiz yang mana selanjutnya terserah anak 

tersebut ingin ikut ibunya atau ayahnya, kemudian menghukum Tergugat 

Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah madhi kepada 

Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sejumlah Rp. 69.000.000, 

membebankan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar 

mut’ah berupa cincin emas seberat 4 gram, membebankan Tergugat 

Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah anak sejumlah 

2.000.000 setiap bulan sampai anak berumur 21 tahun, serta membebankan 

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara 

ini sejumlah Rp. 951.000.

                                                             
10 Putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 304/Pdt.G/2017/PA.Jpr, dalam Pa-jayapura.go.id, 

diakses pada 5 Maret 2021. 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN 

AGAMA JAYAPURA NOMOR 304/Pdt.G/2017/PA.Jpr TENTANG 

H{AD{A<NAH OLEH ISTRI YANG MURTAD SEDANGKAN SUAMI 

BERSELINGKUH 

 

A. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada Putusan 

Nomor 304/Pdt.G/2017/PA.Jpr tentang H{ad}a>nah oleh Istri yang Murtad 

sedangkan Suami Berselingkuh 

       Pemeliharaan dan pendidikan anak pada dasarnya adalah kewajiban kedua 

orang tua. Pemeliharaan anak diwajibkan dengan tujuan agar kehidupan anak 

bisa terawat dan tercukupi hingga ia dewasa.1 Kewajiban ini juga diatur dalam 

pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni: 

Pasal 45 

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka 

sebaik-baiknya. 

2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku 

sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana 

berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.2 

 

       Berdasarkan pasal di atas, walaupun terjadi perceraian anak juga harus 

tetap ada yang memelihara, hanya saja siapa yang lebih berhak untuk menjadi 

pemegang hak asuh anak itulah yang menjadi perselisihan diantara kedua orang 

tua. Oleh karena itu, agar perselisihan tersebut selesai, maka perselisihan 

terkait hak asuh anak tersebut harus diputus melalui Pengadilan, maka dari itu 

Hakim akan memberikan pertimbangan terkait perkara ini. 

                                                             
1 Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia 

(Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017), 141. 
2 Pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
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       Pertimbangan Hakim terkait siapa yang berhak atas hak asuh anak pasca 

perceraian, pada faktanya usia anak Pemohon dan Termohon adalah berumur 6 

tahun 8 bulan dan masih termasuk dalam kategori belum mumayyiz. Oleh 

karena itu, menurut Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yakni: 

Pasal 105 

Dalam hal terjadinya perceraian: 

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 

tahun adalah hak ibunya.3 

 

       Maka dalam perkara ini Majelis Hakim memutuskan untuk memberikan 

hak asuh anak kepada Termohon atau istri karena anak tersebut belum 

mumayyiz dan terlebih lagi selama Pemohon dan Termohon pisah rumah 

Termohon lah yang merawat anak tersebut. 

Tetapi dalam perkara ini, ibu dari anak tersebut pada faktanya sudah tidak 

lagi memenuhi salah satu persyaratan sebagai pemegang h}ad}a>nah menurut 

hukum Islam dimana ia telah berpindah kepada keyakinannya yang semula 

yaitu Kristen Protestan sedangkan anaknya agamanya adalah Islam jadi kedua 

orang tersebut sudah berbeda keyakinan. 

Ayah dari anak tersebut juga dalam perkara ini pada faktanya sudah tidak 

lagi memenuhi salah satu persyaratan sebagai pemegang h}ad}a>nah karena ia 

telah berselingkuh dan pernah menelantarkan anaknya dalam waktu yang 

cukup lama.  

Dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga dijelaskan 

bahwasannya: 

 

                                                             
3 Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. 
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Pasal 49 

1. Salah satu atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap 

seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan 

orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan 

saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, 

dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: 

a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; 

b. Ia berkelakuan buruk sekali 

2. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap 

berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak 

tersebut.4 

 

       Menganalisa dari pertimbangan Hakim, penulis berpendapat tidak 

seharusnya anak yang belum mumayyiz tersebut hak asuhnya diberikan kepada 

Termohon atau istri yang sudah murtad karena dikhawatirkan anak tersebut 

dikemudian hari ikut agama ibunya. Penulis juga berpendapat bahwa hak asuh 

anak yang belum mumayyiz tersebut juga tidak berhak diberikan kepada 

Pemohon atau ayahnya walaupun ayah anak tersebut beragama Islam. Hal 

tersebut dikarenakan ayahnya juga memiliki perangai buruk dan telah 

menelantarkan anaknya. 

      Jadi kedua pihak baik Pemohon dan Termohon dalam perkara tersebut 

sudah memiliki cacat hukum dimana Pemohon atau suami telah melakukan 

perselingkuhan dan telah menelantarkan anak dalam waktu yang cukup lama 

dan itu berarti Pemohon memiliki akhlak yang kurang baik, sedangkan 

Termohon atau istri ia cacat hukum karena ia telah keluar dari agama Islam 

atau murtad. 

       Oleh karena itu menurut penulis, seharusnya ditentukan siapa yang berhak 

untuk menjadi pemegang hak asuh anak yang belum mumayyiz tersebut, dan 

                                                             
4 Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
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hal tersebut bisa didasarkan pada pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam 

bahwasannya: 

Pasal 156 

       Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: 

c. Apabila pemegang h}ad}a>nah ternyata tidak dapat menjamin 

keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan 

h}ad}a>nah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang 

bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak h}ad}a>nah 

kepada kerabat lain yang mempunyai hak h}ad}a>nah pula”.5 

 

B. Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 

304/Pdt.G/2017/PA.Jpr tentang H{ad}a>nah oleh Istri yang Murtad sedangkan 

Suami Berselingkuh 

       Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada perkara nomor 

304/Pdt.G/2017/PA.Jpr telah menetapkan bahwa hak asuh anak diberikan 

kepada Termohon/istri. Tetapi pada faktanya istri tersebut sudah tidak lagi 

memenuhi persyaratan menurut hukum Islam untuk menjadi pemegang hak 

asuh anak dikarenakan istri tersebut sudah berpindah keyakinan. 

       Majelis Hakim dalam menetapkan Termohon/istri telah murtad adalah 

berdasar pada keterangan dari Pemohon dan saksi-saksinya. Dari keterangan 

Pemohon sendiri, bahwa Termohon mengatakan sendiri kepada Pemohon kalau 

Termohon telah kembali ke agamanya semula yakni Kristen Protestan. Dari 

keterangan saksi Pemohon 2, menyatakan bahwa sepengetahuan saksi setelah 

setahun menikah dengan Pemohon, saksi melihat Termohon membawa Alkitab 

ke rumah. Dari keterangan saksi Pemohon 3, menyatakan bahwa saksi pernah 

melihat Termohon pergi ke gereja atau datang dari gereja bersama anaknya. 

                                                             
5 Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. 
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Berdasarkan keterangan tersebut, telah terbukti bahwa Termohon/istri sudah 

keluar dari agama Islam atau murtad. 

       Dalam hukum Islam terdapat beberapa hal yang menjadi sebab-sebab 

terhalangnya seseorang untuk menjadi had}i>n atau pemegang h}ad}a>nah yakni 

sebagai berikut: 

1. Tidak Beragama Islam atau Kafir 

       Dalam hukum Islam orang yang tidak beragama Islam tidak boleh 

menjadi pemegang h}ad}a>nah anak yang beragama Islam, karena kedua orang 

tersebut sudah berbeda agama dan kepercayaan jadi kalau pemegang 

h}ad}a>nah non muslim memelihara anak yang beragama Islam maka akan 

sangat berbahaya bagi anak tersebut.6 

       Menurut ulama Syafi’iyah dan ulama Hanabilah pemegang h}ad}a>nah 

non muslim tidak boleh memelihara anak yang beragama Islam karena 

orang yang tidak beragama Islam tidak memiliki keberhakan untuk 

memimpin anak yang beragama Islam serta dikhawatirkan akan terjadi 

pengkafiran oleh pemegang h}ad}a>nah non muslim tersebut karena besar 

kemungkinan pemegang h}ad}a>nah non muslim mempengaruhi anak yang 

diasuhnya untuk mengikuti agamanya. 7 

       Sedangkan menurut madzhab Hanafiyah dan Madzhab Malikiyah, 

pemegang h}ad}a>nah tidak begitu disyarakan harus beragama Islam. Namun 

demikian, walaupun secara umum tidak begitu dipersyaratkan, penganut 

                                                             
6 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Tahkik dan Tahrij: Muhammad Nasiruddin al-Abani (Jakarta: CP 

Cakrawala Publishing, 2008), 145. 
7 Wahbat al-Zuh}ayli>, Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Jakarta: Darul Fikir, 2016), 67. 
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Malikiyah menekankan bahwa harus ada kepastian kalau pemegang 

h}ad}a>nah non muslim tidak memberikan anak beragama Islam yang 

diasuhnya makanan dan minuman yang mengandung substrat-substrat 

haram yang dilarang oleh agama Islam serta tidak mendidik anak yang 

beragama Islam dengan kepercayaan pemegang h}ad}a>nah non muslim 

tersebut. Apabila terdapat kecenderungan pemegang h}ad}a>nah non muslim 

melakukan hal tersebut, maka pemegang h}ad}a>nah tersebut harus diganti 

karena ia sudah tidak berhak lagi dalam mengurus pemeliharaan anak 

beragama Islam tersebut. 

       Dari beberapa pendapat tersebut walaupun madzhab Hanafiyah dan 

madzhab Malikiyah tidak begitu mensyaratkan bahwa pemegang h}ad}a>nah 

harus beragama Islam tetapi pada dasarnya ia tetap mempertahankan agar 

anak tersebut tidak tersentuh dengan makanan-makanan dan didikan yang 

tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. 

2. Mempunyai Penyakit yang Membahayakan 

       Orang yang memiliki penyakit berbahaya atau bisa menular ke orang 

lain, maka ia tidak diperkenankan untuk menjadi pemegang h}ad}a>nah anak 

karena penyakit tersebut bisa berbahaya bagi anak yang akan dipelihara. 

3. Gila atau Idiot 

       Dalam hal ini para ulama sepakat bahwasannya apabila seseorang yang 

berhak untuk menjadi pemegang h}ad}a>nah gila atau idiot maka haknya 

untuk menjadi pemegang h}ad}a>nah tersebut gugur.8 Hal tersebut 

                                                             
8 Ibid., 71. 
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dikarenakan kedua orang tersebut (gila atau idiot) dalam hal untuk 

melakukan segala sesuatu masih memerlukan bantuan orang lain sehingga 

apabila ia masih memerlukan bantuan orang lain kemudian bagaimana 

dengan anak yang akan diasuhnya. 

4. Fasik dan Memiliki Pengetahuan Kurang 

       Dapat dipercaya dan memiliki pengetahuan agama yang baik sangat 

penting dalam pemeliharaan anak dikarenakan hal tersebut sangat 

mempengaruhi tumbuh kembang anak yang akan dipelihara. Maka dari itu 

apabila seseorang yang berhak untuk menjadi pemegang h}ad}a>nah itu fasik, 

suka melakukan perbuatan buruk dan memiliki pengetahuan agama yang 

kurang keberhakannya untuk memelihara anak gugur atau dengan kata lain 

karena kefasikan tersebut ia terhalang untuk bisa menjadi pemegang 

h}ad}a>nah.9 

5. Seorang H{ad}i>nah yang Sudah Menikah Lagi 

       Seorang h}a>d}i>nah yang sudah menikah lagi maka haknya untuk menjadi 

pemegang h}ad}a>nah anak telah gugur karena seorang h}a>d}i>nah yang sudah 

menikah lagi kemungkinan besar lebih fokus kepada suami barunya 

daripada kepada anaknya sendiri, kecuali ia menikah lagi dengan pria yang 

masih punya pertalian mahram dengan anak tersebut, maka hak h}a>d}i>nah 

tersebut tidak jadi gugur. 

       Dalam perkara ini, Pemohon atau suami yang bekerja sebagai anggota 

POLRI agamanya adalah Islam tetapi apabila dikaitkan dengan penghalang 

                                                             
9 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah..., 144. 
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h}}ad}a>nah di atas maka ia terhalang karena fasik yang mana dia telah 

berselingkuh dengan perempuan lain yang menyebabkan ia tidak begitu 

memperhatikan anaknya sendiri. Kemudian kalau Termohon atau istri yang 

bekerja sebagai salah satu pegawai bank, ia telah kembali ke agamanya yang 

semula yaitu Kristen Protestan maka apabila dikaitkan dengan penghalang 

h}ad}a>nah di atas ia juga terhalang karena ia tidak beragama Islam. 

       Dalam perkara ini Hakim melihat demi kemaslahatan anak agar anak 

tersebut bisa terawat, maka Hakim memutuskan agar anak tersebut ikut ibunya 

sampai umur 12 tahun atau mumayyiz. Tetapi dalam hal ini penulis 

menganalisisnya dari segi sadd al-dhari>’ah dimana sadd al-dhari>’ah merupakan 

menutup semua hal yang menjadi penyebab kerusakan, atau melarang suatu 

perbuatan yang pada dasarnya hukumnya mubah karena dapat berakibat 

kepada jalan kemaksiatan atau perbuatan yang dapat melanggar syari’at.10 

       Apabila dilihat dari besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan 

terhadap kerusakan (mafsadat), dalam perspektif Ibnu Qayyim al-Zaujiyah, 

dhari>’ah ini dapat dibedakan dalam 4 macam yakni: 

1. Sarana (wasilah) yang membawa kepada kerusakan secara langsung. 

2. Sarana untuk hal-hal yang mubah, tetapi bertujuan untuk mengantarkan 

pada kerusakan. 

3. Sarana untuk hal-hal yang mubah, dan tidak ditujukan untuk sarana 

kerusakan, tetapi berimplikasi pada kerusakan pada umumnya, dan 

                                                             
10 Agus Miswanto, Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam (Yogyakarta: Unimma Press, 2019), 

185. 
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kerusakan yang ditimbulkannya itu lebih banyak dibandingkan dengan 

maslahat yang ditimbulkannya. 

4. Sarana untuk sesuatu yang mubah, yang kadang kadang membawa 

kerusakan (mafsadat), hanya saja kemaslahatannya lebih banyak 

dibandingkan dengan kerusakan yang ditimbulkannya. 

       Dari kriteria-kriteria di atas apabila dikaitkan dengan putusan Pengadilan 

Agama nomor 304/Pdt.G/2017/PA.Jpr, maka keputusan Majelis Hakim untuk 

memberikan hak asuh atas anak kepada istri yang murtad termasuk ke dalam 

kriteria nomor tiga, dimana hal tersebut diputus awalnya adalah demi menjaga 

agar anak tersebut tetap terawat serta tercukupi kebutuhannya, tetapi dari 

keputusan tersebut bisa berimplikasi pada masa depan anak tersebut dimana 

anak tersebut apabila sedari kecil diajarkan dengan ajaran agama ibunya bisa 

jadi ia kedepannya akan terus mengikuti agama ibunya karena anak tersebut 

belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun dan biasanya pada usia tersebut 

anak-anak cenderung lebih suka mengikuti apa yang dilakukan oleh orang 

terdekatnya. 

       Maka dalam perkara ini kalau misal anak tersebut ikut ibunya anak 

tersebut akan terancam h}ifz} al-di>n nya karena ibunya telah murtad, sedangkan 

kalau anak tersebut ikut ayahnya h}ifz} al-nafs dari anak tersebut yang terancam 

karena ayahnya telah berselingkuh. Oleh karena itu menurut penulis, untuk 

menyelamatkan h}ifz} al-di>n dan h}ifz} al-nafs nya anak tersebut, perlu dicarikan 

pengganti sebagai pemegang hak asuh anak tersebut yang mana hal tersebut 

sesuai dengan pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwasannya: 
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Pasal 156 

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: 

Apabila pemegang h}ad}a>nah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan 

jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan h}ad}a>nah telah 

dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan 

Agama dapat memindahkan hak h}ad}a>nah kepada kerabat lain yang 

mempunyai hak h}ad}a>nah pula”.11 

 

       Dalam hal ini menurut penulis pengganti yang tepat adalah kedua orang 

tua Pemohon atau suami yang beragama Islam, karena mereka selain juga 

menyayangi dan akrab dengan anak Pemohon dan Termohon, berdasarkan 

bukti-bukti kedua orang tua Pemohon juga sering mengunjungi anak 

Termohon, membawakan anak makanan serta menyayangi anak Pemohon dan 

Termohon. 

       Berdasarkan uraian di atas, dalam perkara nomor 304/Pdt.G/2017/PA.Jpr 

ini sadd al-dhari>’ah yang memiliki arti menutup semua hal yang menjadi 

penyebab kerusakan, atau melarang suatu perbuatan yang pada dasarnya 

hukumnya mubah karena dapat berakibat kepada jalan kemaksiatan atau 

perbuatan yang dapat melanggar syariat, cara menutup serta mencegah agar 

h}ifz} al-nafs dan h}ifz} al-di>n anak tersebut tidak terabaikan dan tetap terjaga 

menurut penulis adalah hak asuh anak tersebut diberikan kepada orang tua 

Pemohon atau suami yang beragama Islam. Karena menurut penulis h}ifz} al-

nafs pada anak harus diberikan sejak kecil dan tidak boleh ditelantarkan, begitu 

pula h}ifz} al-di>n anak juga harus diajarkan sejak kecil karena ajaran agama itu 

tidak semata-mata hanya diajarkan saja tetapi harus juga dipraktekkan dan 

                                                             
11 Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. 
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untuk membina kedua hal tersebut maka ajaran agama harus diajarkan sejak 

kecil.  

       Apabila anak beragama Islam yang berusia 6 tahun 8 bulan tersebut ikut 

Ibunya yang murtad yang mana pada saat usia segitu ia sedang belajar-

belajarnya untuk memahami serta mempraktekkan pengetahuan di sekitarnya, 

dan orang yang didekatnya merupakan ibu yang murtad dan menurut para saksi 

Pemohon di Persidangan Termohon juga pernah pergi dan keluar dari gereja 

serta pernah membawa alkitab ke rumah, maka anak tersebut kemungkinan 

besar juga akan ikut semua yang dilakukan ibunya, walaupun pertama hanya 

sedikit-sedikit tetapi apabila hal tersebut dilakukan terus menerus sampai ia 

umur 12 tahun maka hal tersebut bisa menjadi kebiasaan yang tertanam 

sehingga ketika ia sudah mumayyiz ia kesusahan untuk meninggalkan apa yang 

dilakukannya sejak kecil. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

       Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di atas maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1.  Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jayapura dalam memutuskan 

perkara nomor 304/Pdt.G/2017/PA.Jpr yakni berdasarkan keterangan 

bukti-bukti di persidangan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah 

terbukti berselingkuh dengan perempuan lain dan telah menelantarkan 

anak dalam waktu yang cukup lama. Berdasarkan hal tersebut, Majelis 

Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak 

layak untuk mendapatkan hak h}ad}a>nah atas anaknya dan hak asuh anak 

dalam perkara ini diberikan kepada Termohon Konvensi/Penggugat 

Rekonvensi. 

2. Putusan Pengadilan Agama Jayapura nomor 304/Pdt.G/2017/PA.Jpr ini 

tidak sesuai dengan hukum Islam karena dalam putusan tersebut Hakim 

memutuskan untuk memberikan hak asuh anak beragama Islam yang belum 

mumayyiz kepada istri yang sudah murtad, yang mana keputusan tersebut 

sangat bertolak belakang dengan syarat-syarat h}ad}a>nah dalam hukum Islam 

dan bisa berakibat kepada terancamnya agama anak tersebut yakni anak 

tersebut akan mengikuti agama ibunya yaitu Kristen Protestan. 
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B. Saran 

       Berdasarkan uraian di atas, perlu ada pengkajian yang lebih mendalam lagi 

khususnya tentang perkara h}ad}a>nah, agar keputusan yang akan ditetapkan oleh 

Hakim selain sesuai dengan syariat Islam juga tetap memperhatikan 

kepentingan si anak baik dari jasmani maupun rohaninya sehingga kedepannya 

tidak menimbulkan mafsadat bagi pihak yang bersangkutan. 
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